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PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
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KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KLUNGKUNG,

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupsati Nomor
26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Semesta Berencana Tahun 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Klungkung Tehun 2021 Nomor ‘27), maka perlu
menetapkan Perubahan Rencana Kesja Peranghat Dacrah;

bahwa ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Megeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Dacrah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangks Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan HRencana Pembangunen Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencens Kerja Pemerintah Daerah  menpamanatkan
bahwa BAFPEDA menyvampaikan seluruh Rancangan akhir
Renja Perangkat Daerah yang telah divenifikasi kepada Kepala
Dacrah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan
Perkadn paling lambat | (satu) bulan setelah Perkada tentang
RKPD ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalem hurufl a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31
Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Rerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021,

Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat
1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 16355);

Dipindai dengan CamScanner



10.

Undang-Undang Nomaer 17 Tahun 2003 tentang Keuanga®
Negaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tl"“h“hl-ll'l. Lembsirnn Megarn R'E[Illhlik fnﬂnﬂf‘ﬁiﬂ
Nomar 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara H=publ|k Indonesia
Nomaor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tohun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4421);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangkn Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tohun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaren Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Huang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Presiden Nemor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolzan Keuangan Daerah (Berita Negara
Nomor 1781):

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tats Cara Ewvaluasi Rancangan
Peraturan Dacrmah tentang Rencana Pembangunan Jangha
Panjang Dacrah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Dacrah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Dacrah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Dipindai dengan CamScanner



15.

L6,

ils

18.

Peraturan Daeral Provinsi Ball Nomor 6 Talian 2000 tentang
Rencana  Pembangunnn  Jangks  Panjang  Daerah (RP.IFD)
Provinsi Bali Tuhun 20052025 (Lembarnn Daerah Provinsi Boli
Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provins
Bali Momor Gl

- Peraturan Dacrah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Rencana Tatn Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029
(Lembaran Dacrah Provinsi Ball Tahun 2009 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Dacrah Provinsi Bali Nomor 15);

. Peraturan Dacrah Kabupaien Klungkung Nomor & Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah
Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Habupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Klungkung Nomer 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013
tenlang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung
Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Nomar 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Klunghkung Tahun 2016 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor
6); sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2020 téntang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah {Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Deerah Kebupaten
Klungkung Nomaor 3J;

Peraturan Daerah Kabupaten Klungikung Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Tahun 2018-2023 [Lembaran Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 2, Tembahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2):

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 28 Tehun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana
Kabupaten Klungkung Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2020 Nomor 33) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Klhungkung Nomor 26 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun
2020 tentang Rencana Kerjs Pemerintah Daerah Semesta
Berencana Tahun 2021 (Berita Dasrah Kabupaten Klunghung
Tahun 2021 Nomar 27);

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

KLUNGKUNG TAHUN 2021

BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-
undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga
sebagal dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk
mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun
dalam Rancangan Perubahan Rencana K erja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah dokumen perencanaan
untuk penyesuaian perencanaan tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung yang
mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Klungkung Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2021.

Proses penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 adalah melalui tahap
Penyusunan Rancangan Perubahan Renja, Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja dan
Penetapan Perubahan Renja Sekretariat Daerah tahun 2021.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 memuat program,
kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai
dengan tugas dan fungs Sekretariat Daerah. Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluas
Renja Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan Il Tahun 2021. Dokumen Perubahan Renja
Sekretariat Daerah Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 dan mengacu pada Renstra Sekretariat
Daerah Tahun 2018-2023 khususnya rencana pada tahun pertama.



Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 disusun sebagai

bahan penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2021 dan menjadi acuan penyusunan Perubahan

RKA Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan dimens waktu serta

permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat

memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten

Klungkung yaitu “meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten klungkung”.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

Tahun 2021 adalah :

1)

2)

3)

4)

5)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Dagerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluas Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluas
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7) Peraturan Presiden Republik Indonesa Nomor 29 TAHUN 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8) Peraturan Mentri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem

Informas Pembangunan Daerah;

9) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Mengenah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023;

10) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020;

11) Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2019 tentang peribahan atas Peraturan Bupati nomor 43
tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Klungkung;

12) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018- 2023;

13) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun
2016 Nomor 35).

14) Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35
Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs serta Tata Kerja
Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun
2021 adalah sebagai pedoman penyusunan RKA Perubahan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran
2021 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung pada
Tahun 2021.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2021 adalah :
a.  Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan
fungs Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung selama tahun 2021
b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.

c. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.



1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB | PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Renja secara ringkas yang

mencakup, antaralain :

11

12

13
14

BAB I

21

2.2

2.3

Latar belakang penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten
Klungkung, proses penyusunan Perubahan Renja, Keterkaitan antara Perubahan
Renja dengan Perubahan RKPD, Renstra Badan Perencanaan, Penelitian serta tidak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Perubahan.

Landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran.

Maksud dan Tujuan dari peyusunan Perubahan Renja.

Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan

Perubahan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI TRIWULAN Il TAHUN

2021
Evaluas Pelaksanaan Renja SKPD sampal Triwulan 11
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluas Renja Sekretariat Daerah
sampai Triwulan |1 mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Meguraikan permasal ahan-permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
dalam mencapai target kinerja.
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungs SKPD yang menguraikan isu-
isu strategis yang dihadapi Sekretariat Daerah saat ini.

BAB Il RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1

3.2
3.3

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional menguraikan Pembangunan Nasional untuk
memenuhi Nawa Cita

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Program dan Kegiatan



BAB IV PENUTUP

Menjelaskan Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian, Kaidah Pelaksanaan,

dan Rencana Tindak lanjut.



BAB |1

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH SAM PAI
DENGAN TRIWULAN Il TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Sampai Triwulan Il dan Capaian
Renstra Sekretariat Daerah
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
setiap dokumen perencanaan harus dievaluas dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan
Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021. Evaluasi terhadap Renja
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan
perencanaan program & kegiatan, pel aksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana
program & kegiatan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah Tahun
2018-2023.

Evaluas pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung s.d. Triwulan 11
tahun 2021 adal ah sebagaimana tersgji dalam table 2.1 berikut.



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluas Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan || Tahun 2021
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

Realisas Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Capaian
Renstra Kinerja o Realisasi _ _ Tingkat (;apaian Unit
Urusan/Bida Indikator SKPD Renstra Target Klnerja_& Capaian Kinerja Tlngkat Qapalan Redlisasi Kinerja & Kmer_]a& SKP
—— Pada SKPD Anggaran Renja Kinerja & Realisasi
ng Urusan Kinerja dan Anggaran . Anggaran Renstra D
Pemerintaha Program Tahun s/d_. SKPD Tahun Renja SKPD Anggaran Renja SKPD s/d Tahun Anggaran Pena | Ke
Kode 2023 Renja Berjalan Yang I I . . SKPD Yang ; Renstra SKPD
n Daerah (Outcome) / ” ! ) Yang Dievaluasi ) ; Berjalan (2021) ngou | t.
dan Program | Kegiatan(Outp (Ak_hlr SKPD Dievaluasi 2021 (2021) Dievaluasi (2021) s/d Tahun 2021 ng
/ Kegiatan ut) Periode | Tahun (%) Jaw
Renstra) Lalu ab
(2020)
K| Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
3 4 6 7 8 9 10| 11 12 13 ‘11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
1 PROGRAM Indeks 14 | 20.352.699. Asist
PENUNJAN Reformasi dan 560,00 en
G URUSAN Birokrasi Adm
PEMERINTA | Perangkat inistr
HAN Daerah asi
DAERAH (RENJA) Umu
(RENJA) m
1]201 Perencanaan Persentase hasil 100 | 12.490.400, Asist
dan Evaluasi evaluasi kinerja 00 en
Kinerja perangkat Adm
Perangkat daerah yang inistr
Daerah ditindaklanjuti asi
(RENJA) (RENJA) Umu
m
1| 201 Penyusunan Tersusunnya 8 | 8.006.400,0 Asist
Renstradan dokumen 0 en
Renja perencanaan Adm
Perangkat dan anggaran inistr
Daerah perangkat asi




(RENJA) daerah tepat
waktu
(RENJA)
2.01 Evaluasi Tersusunnya 12 | 4.484.000,0
Kinerja laporan evaluasi 0
Perangkat kinerja
Daerah perangkat
(RENJA) daerah tepat
waktu
(RENJA)
2.02 Administrasi Tersusunnya 12 | 16.375.981.
Keuangan laporan 302,00
(RENJA) penatausahaan
keuangan
perangkat
daerah tepat
waktu
(RENJA)
2.02 Penyediaan Terpenuhinya 100 | 16.345.778.
Gagji dan kebutuhan 202,00
Tunjangan pembayaran
ASN ggji dan
(RENJA) tunjangan ASN
(RENJA)
2.02 Penyusunan Tersusunnya 12 | 30.203.100,
Laporan laporan 00
Keuangan keuangan
Bulanan/Sem | bulanan dan
esteran semesteran
(RENJA) tepat waktu
(RENJA)
2.03 Administrasi Persentase surat 100 | 3.964.227.8
Umum yang diarsipkan 58,00
(RENJA) sesual
klasifikasi
(RENJA)
2.03 Penyediaan Cakupan 100 | 18.241.000,
Jasa Surat pemenuhan 00
Menyurat layanan jasa
(RENJA) surat menyurat

(RENJA)




2.03 Penyediaan Persentase 100 | 3.945.986.8
Jasa Peralatan | pemenuhan 58,00
dan kebutuhan
Perlengkapan | saranadan
Kantor prasarana
(RENJA) kantor
(RENJA)
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan
PROGRAM Persentase 0 5.266.543.2 | 63, | 6.483.202.9 | 64 | 11.749.746. 11.749.746.238, Asist
PENUNJAN Capaian 99,00 6 39,00 238,00 00 en
G URUSAN Program Aksi Adm
PEMERINTA | Reformasi inistr
HAN Birokrasi asi
DAERAH Kabupaten Umu
KABUPATE | (DPA) m
N/KOTA
(DPA)
201 Perencanaan, Dokumen 0 8.306.773,0 3 | 736.500,00 6 | 9.043.273,0 9.043.273,00 Asist
Penganggaran | Perencanaan 0 0 en
,dan Evaluasi | Penganggaran Adm
Kinerja Ditetapkan inistr
Perangkat Tepat Waktu asi
Daerah (DPA) Umu
(DPA) m
201 Penyusunan Dokumen 0 5.192.173,0 3 0 6 | 5192.173,0 5.192.173,00 Asist
Dokumen Perencanaan 0 0 en
Perencanaan Penganggaran Adm
Perangkat Tersusun Tepat inistr
Daerah Waktu (DPA) asi
(DPA) Umu
m
201 Evaluasi Laporan Kinerja 0 3.114.600,0 7 | 736.500,00 | 17 | 3.851.100,0 3.851.100,00 Asist
Kinerja Terkirim Tepat 0 0 en
Perangkat Waktu (DPA) Adm
Daerah inistr
(DPA) asi
Umu
m
2.02 Administrasi laporan 0 3.819.421.0 3 | 4.225.896.0 6 | 8.045.317.1 8.045.317.103,0 Asist
Keuangan Keuangan 57,00 46,00 03,00 0 en
Perangkat Terkirim tepat Adm
Daerah Waktu (DPA) inistr
(DPA) asi
Umu
m




8.034.319.062,0
0

10.998.041,00

Asist

Adm
inistr

Umu

202.832.520,00

Asist

Adm
inistr

Umu

202.832.520,00

Asist

Adm
inistr

Umu

2.02 Penyediaan Terpenuhinya
Gaji dan Kebutuhan Gaji
Tunjangan dan Tunjangan
ASN (DPA) ASN (DPA)

2.02 Koordinasi Tersusunnya
dan Laporan
Penyusunan Keuangan
Laporan Bulanan dan
Keuangan Semester Tepat
Bulanan/Triw | Waktu (DPA)
ulanan/Semes
teran SKPD
(DPA)

2.05 Administrasi Capaian
Kepegawaian | Disiplin
Perangkat aparatur (DPA)
Daerah
(DPA)

2.05 Pendataan Data
dan kepegawaain
Pengolahan Terupdate Tepat
Administrasi Waktu (DPA)
Kepegawaian
(DPA)

2.06 Administrasi Persentase
Umum Pemenuhan
Perangkat Peralatan dan
Daerah Perlengkapan
(DPA) Kantor (DPA)

2.06 Penyediaan Jumlah Bulan
Peralatan dan | Peralatan dan
Perlengkapan | Perlengkapan
Kantor Kantor Tersedia
(DPA) Tepat Waktu

(DPA)

2.06 Penyediaan Persentase
Bahan pemenuhan
Logistik Bahan Logistik
Kantor (DPA)

1.297.955.333,0
0

Asist

Adm
inistr

Umu

3.816.184.7 3| 42181343 6 | 8.034.319.0
07,00 55,00 62,00
3.236.350,0 3| 7.761.691,0 6 | 10.998.041,
0 0 00
80.893.008, 0| 121.939.51 | 42 | 202.832.52
00 2,00 0,00
80.893.008, 0| 12193951 | 42 | 202.832.52
00 2,00 0,00
554.149.55 | 25 | 743.805.78 | 50 | 1.297.955.3
2,00 1,00 33,00
382.417.38 3| 535.048.86 6 | 917.466.24
0,00 8,00 8,00
750.000,00 3 0 6 | 750.000,00

917.466.248,00

Asist

Adm
inistr

Umu

750.000,00

Asist

Adm
inistr

Umu

Asist

Adm
inistr
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(DPA)

216.557.000,00

Umu

150.168.635,00

Asist

Adm
inistr

Umu

13.013.450,00

Asist

Adm
inistr

Umu

2.06 Fasilitasi Persentase
Kunjungan Pemenuhan
Tamu (DPA) | Fasilitasi

Kunjungan
Tamu (DPA)

2.06 Penyelenggar | Persentase
aan Rapat Pemenuhan
Koordinasi Kebutuhan
dan Rapat
Konsultasi Koordinasi dan
SKPD (DPA) | Konsultasi

(DPA)

2.06 Penatausahaa | Persentase Surat
nArsip Terkelola
Dinamispada | (DPA)

SKPD (DPA)

2.07 Pengadaan Persentase
Barang Milik | Pemenuhan
Daerah Kebutuhan
Penunjang Pelayanan
Urusan Kedinasan
Pemerintah Kepala Daerah
Daerah dan Wakil
(DPA) Kepala Daerah

(DPA)

2.07 Pengadaan Jumlah
Sarana dan pengadaan
Prasarana Sarana dan
Pendukung Prasarana
Gedung Gedung Kantor
Kantor atau (DPA)
Bangunan
Lainnya
(DPA)

2.09 Pemeliharaan | Persentase
Barang Milik | Pemenuhan
Daerah Kebutuhan
Penunjang Pemeliharaan
Urusan Barang Milik

404.140.218,00

Asist

Adm
inistr

Umu

2| 100.271.00 | 25| 116.286.00 | 50 | 216.557.00
5 0,00 0,00 0,00
2 | 66.467.472, | 25 | 83.701.163, | 50 | 150.168.63
5 00 00 5,00
3| 4.243.700,0 | 38, | 8.769.750,0 | 74 | 13.013.450,
5 0 7 0 00
0| 10122861 | 10 | 302911.60 | 10 | 404.140.21

2,00 0 6,00 0 8,00
0| 101.228.61 2 | 302.911.60 2 | 404.140.21

2,00 6,00 8,00
6 | 126.657.65 | 20 | 149.991.95 | 80 | 276.649.60
0 0,00 5,00 5,00

404.140.218,00

Asist

Adm
inistr

Umu

276.649.605,00

Asist

Adm
inistr

Umu

Asist

Adm
inistr
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276.649.605,00

Umu

447.424.102,00

Asist

Adm
inistr

Umu

Pemerintahan | Daerah (DPA)
Daerah
(DPA)

2.09 Penyediaan Jumlah Barang
Jasa Milik Daerah
Pemeliharaan, | Penunjang
Biaya Pemerintah
Pemdiharaan | Daerah
dan Pajak Terpeihara
Kendaraan (DPA)
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas Jabatan
(DPA)

211 Administrasi Persentase
Keuangan Pemenuhan
dan Kebutuhan
Operasiona Pelayanan
Kepala Keuangan
Daerah dan KDH/WKDH
Wakil Kepala | (DPA)
Daerah
(DPA)

211 Penyediaan Persentase
Gagji dan Pemenuhan
Tunjangan Kebutuhan Gaji
Kepala dan Tunjangan
Daerah dan KDH/WKDH
Wakil Kepala | (DPA)
Daerah
(DPA)

211 Penyediaan Persentase
Pakaian Pemenuhan
Dinas dan Kebutuhan
Atribut Pakaian Dinas
Kelengkapan | dan Atribut
Kepaa Keengkapan
Daerah dan KDH/WKDH
Wakil Kepala | (DPA)
Daerah
(DPA)

126.657.65 1| 149.991.95 4 | 276.649.60
0,00 5,00 5,00
227.706.43 | 25 | 219.717.66 | 50 | 447.424.10
4,00 8,00 2,00
77.706.434, | 25 | 69.717.668, | 50 | 147.424.10
00 00 2,00

0] 25 0| 50 0

147.424.102,00

Asist

Adm
inistr

Umu

Asist

Adm
inistr

Umu

Asist

Adm
inistr

Umu
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211 Pelaksanaan Persentase
Medical Pemenuhan
Check Up Medical Check
Kepala Up
Daerah dan KDH/WKDH
Wakil Kepala | (DPA)

Daerah
(DPA)

211 Penyediaan Persentase
Dana Penyediaan
Penunjang Dana Penunjang
Operasiona Oprasional
Kepala KDH/WKDH
Daerah dan (DPA)

Weakil Kepala
Daerah
(DPA)

212 Fasilitasi Persentase
Kerumahtang | Pemenuhan
gaan Kebutuhan
Sekretariat Kerumahtangga
Daerah n Sekretariat
(DPA) Daerah (DPA)

212 Penyediaan Persentase
Kebutuhan Pemenuhan
Rumah Kebutuhan
Tangga Rumah Tangga
Kepala Kepala Daerah
Daerah (DPA)

(DPA)

212 Penyediaan Persentase
Kebutuhan Pemenuhan
Rumah Kebutuhan
TanggaWakil | Rumah Tangga
Kepala Wakil Kepala
Daerah Daerah (DPA)
(DPA)

213 Penataan Persentase OPD
Organisasi Dengan Hasil
(DPA) Penilaian

Mandiri
Reformasi
Birokrasi Baik
(DPA)

il

300.000.000,00

Asist

Adm
inistr

Umu

349.988.000,00

Asist

Adm
inistr

Umu

199.993.000,00

Asist

Adm
inistr

Umu

149.995.000,00

Asist

Adm
inistr

Umu

0| 25 0| 50 0
150.000.00 | 25 | 150.000.00 | 50 | 300.000.00
0,00 0,00 0,00
139.997.00 | 25 | 209.991.00 | 50 | 349.988.00
0,00 0,00 0,00
79.998.000, | 25 | 119.995.00 | 50 | 199.993.00
00 0,00 0,00
59.999.000, | 25 | 89.996.000, | 50 | 149.995.00
00 00 0,00
415.000,00 0 | 12.637.675, 0 | 13.052.675,
00 00

13.052.675,00

Asist

Adm
inistr

Umu

Asist

Adm
inistr

Umu
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Asist

Adm
inistr

Umu

Asist

Adm
inistr

Umu

Asist

Adm
inistr

Umu

Asist

Adm
inistr

Umu

213 Pengelolaan Persentase
Kelembagaan | Perangkat
dan Andlisis Daerah dengan
Jabatan Kematangan
(DPA) Perangkat
Daerah Sangat
Tinggi (DPA)
2.13 Fasilitasi Persentase Unit
Pelayanan Pelayanan
Publik dan Dengan Standar
TatalLaksana | Peleyanan
(DPA) Publik
Memadai
(DPA)
213 Peningkatan Jumlah
Kinerjadan Perangkat
Reformasi Daerah Yang
Birokrasi Siap Mengikuti
(DPA) Penilaian
Mandiri
Reformasi
Birokrasi
(DPA)
214 Pelaksanaan Persentase
Protokol dan Pemenuhan
Komunikasi Kebutuhan
Pimpinan Layanan
(DPA) Pimpinan
Daerah (DPA)
214 Fasilitasi Persentase
Keprotokolan | Pemenuhan
(DPA) Layanan
Protokol
Pimpinan
Daerah (DPA)
214 Fasilitasi Persentase
Komunikasi Pemenuhan
Pimpinan Layanan
(DPA) Komunikasi
Pimpinan
Daerah (DPA)
214 Pendokument | Persentase
asian Tugas Pemenuhan
Pimpinan Layanan
(DPA) Dokumentasi

Asist

Adm
inistr

Umu

0 0 1.337.675,0 0 | 1.337.675,0
0 0
4 | 415.000,00 415.000,00
7
0 0 11.300.000, 11.300.000,
00 00
1| 207.768.21 49557519 | 10 | 703.343.40
0 3,00 6,00 0 9,00
0
1| 34.183.459, 43.299.065, | 10 | 77.482.524,
0 00 00 0 00
0
1| 130.238.75 372.346.13 | 10 | 502.584.88
0 4,00 1,00 0 5,00
0
1| 43.346.000, 79.930.000, | 10 | 123.276.00
0 00 00 0 0,00
0

Asist

Adm
inistr

Umu

0 1.337.675,00
46, 415.000,00
8
0 11.300.000,00
10 | 703.343.409,00
0
10 77.482.524,00
0
10 | 502.584.885,00
0
10 | 123.276.000,00
0

Asist

Adm
inistr
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Pimpinan
Daerah (DPA)

Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)

Administrasi
Tata
Pemerintahan
(RENJA)

Jumlah
rekomendasi
administrasi tata
pemerintahan
yang
ditindaklanjuti
(DPA)
Terpenuhinya
Administrasi
Tata
Pemerintahan

Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan

7.731.000,0
0

9.679.900,0
0

9.679.900,00
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(RENJA)

201 Penataan Cakupan
Administrasi Terpenuhinya
Pemerintahan | Penataan
(RENJA) Administrasi

Pemerintahan
(RENJA)

201 Pengelolaan Cakupan
Administrasi Terpenuhinya
Kewilayahan Pengelolaan
(RENJA) Administrasi

Kewilayahan
(RENJA)

201 Fasilitasi Cakupan
Pelaksanaan Terpenuhinya
Otonomi Fasilitasi
Daerah Pelaksanaan
(RENJA) Otonomi

Daerah
(RENJA)

2.02 Evaluasi Terpenuhinya
Pelaksanaan Kebijakan
Kebijakan Bidang
Kesgahteraan | Kesgahteraan
(RENJA) Rakyat

(RENJA)

100 | 69.455.200, | 1 | 701.000,00 1.415.000,0 | 10 | 2.116.000,0 | 10 305 | 10 2.116.000,00
00 |0 0 0 0 0 0
0
100 | 8.853.300,0 | 1 | 1.247.900,0 2.000.000,0 | 10 | 3.247.900,0 | 10 36,69 | 10 3.247.900,00
0|0 0 0 0 0 0 0
0
100 | 8.800.500,0 0 4.316.000,0 | 10 | 4.316.000,0 | 10 49,04 | 10 4.316.000,00
0 0 0
1| 1.769.978.4
04,00
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1.742.266.5
52,00

23.141.052,
00

jahte

2.02 Fasilitasi Jumlah
Pengelolaan Kebijakan
Bina Mental Bidang Agama,
Spiritual Pendidikan, dan
(RENJA) K ebudayaan

yang ditetapkan
(RENJA)

2.02 Evaluasi, Jumlah
Pelaksanaan Kebijakan
Kebijakan Bidang Sosidl,
dan Capaian Tenaga Kerja
Kinerja dan
terkait Transmigrasi,
Kesgahteraan | Kesehatan,
Sosia Pemberdayaan
(RENJA) Perempuan,

Perlindungan
Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
KB (RENJA)

2.02 Evaluasi, Jumlah
Pelaksanaan Perumusan
Kebijakan Kebijakan
dan Capaian Pemerintah
Kinerja Daerah
terkait dibidang
Kesgahteraan | Kepemudaan
Masyarakat dan Olahraga
(RENJA) serta Pariwisata

(RENJA)

2.02 Pelaksanaan Jumlah
Kebijakan Kebijakan
Kesgahteraan | Kesgahteraan
Rakyat Rakyat (DPA)
(DPA)

4.570.800,0
0

Asist

erint

dan
Kese
jahte
raan
Raky

294.479.08 676.417.62 970.896.71
4,00 6,00 0,00

970.896.710,00 Asist

erint
ahan

Kese
jahte
raan

Raky
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202 | 1| Faslitasi Jumlah 1| 285.437.44 0 | 673.047.08 1| 958.484.52 1| 958.484.526,00 Asist
Pengelolaan Kebijakan 2,00 4,00 6,00 en
Bina Mental Bidang Agama, Pem
Spiritual Pendidikan dan erint
(DPA) K ebudayaan ahan

yang ditetapkan dan

(DPA) Kese
jahte
raan
Raky
at

202 | 2| Pdaksanaan Jumlah 1| 5.655.142,0 0 | 3.370.542,0 1| 9.025.684,0 1 9.025.684,00 Asist
Kebijakan, Kebijakan 0 0 0 en
Evaluasi, dan | Bidang Sosid, Pem
Capaian Tenaga Kerja erint
Kinerja dan ahan
terkait Transmigrasi, dan
Kesgahteraan | Kesehatan, Kese
Sosial (DPA) | Pemberdayaan jahte

Perempuan, raan
Perlindungan Raky
Anak, at
Pengendalian

Penduduk dan

Keuarga

Berencana yang

ditetapkan

(DPA)

202 | 3| Pdaksanaan Jumlah 1| 3.386.500,0 3.386.500,0 1 3.386.500,00 Asist
Kebijakan, Kebijakan 0 0 en
Evaluasi, dan | Bidang Pem
Capaian Kepemudaan erint
Kinerja dan Olahraga ahan
terkait dan Bidang dan
Kesgahteraan | Pariwisata yang Kese
Masyarakat ditetapkan jahte
(DPA) (DPA) raan

Raky
at

2.03 Fasilitasi dan Jumlah produk 2| 114.244.89 142.468.51 256.713.41 15 | 256.713.413,00 Asist
Koordinasi hukum yang 5 7,00 6,00 3,00 0 en
Hukum ditetapkan tepat Pem
(DPA) waktu (DPA) erint

ahan
dan
Kese
jahte
raan




48.991.084,
00

53.155.126,
00

102.146.21
0,00

39.908.542,
00

59.017.613,
00

98.926.155,
00

Raky

102.146.210,00

2.03 Fasilitasi Rancangan
Penyusunan Produk hukum
Produk tepat waktu
Hukum (DPA)
Daerah
(DPA)

2.03 Fasilitasi Jumlah Desa
Bantuan Binaan Sadar
Hukum Hukum (DPA)
(DPA) Persentase

Capaian RAD
HAM (DPA)

2.03 Pendokument | Cakupan
asian Produk dokumen
Hukum dan hukum yang
Pengel olaan dipublikasikan
Informasi (DPA)
Hukum
(DPA)

2.03 Koordinasi Tersusunnya
Penyusunan kebijakan
Kebijakan Daerah
Daerah (RENJA)
(RENJA)

931.089.47
6,00

25.345.271,
00

30.295.777,
00

Asist

erint

98.926.155,00

55.641.048,00

jahte
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395.665.70
4,00

435.955.12
0,00

30

99.468.652,
00

2.03 Fasilitasi Jumlah Produk
Penyusunan Hukum yang
Produk ditetapkan
Hukum (RENJA)
Daerah
(RENJA)

2.03 Fasilitasi Jumlah
Bantuan Permasalahan
Hukum hukum
(RENJA) difasilitasi

(RENJA)

2.03 Pendokument | Jumlah Produk
asian Produk Hukum Daerah
Hukum dan yang
Pengel olaan terpublikasi
Informasi (RENJA)
Hukum
(RENJA)

2.04 Fasilitasi Terpenuhinya
Kerjasama Kebutuhan
Daerah Kerja Sama
(RENJA) Daerah

(RENJA)

2.04 Fasilitasi Terpenuhinya
Kerja Sama Kebutuhan
Dalam Negeri | KerjaSama
(RENJA) Daerah (DPA)

100

60.055.000,
00

29.305.000,
00

2.205.000,0
0

31.510.000,
00

31.510.000,00

59.383.000,
00

29.305.000,
00

2.205.000,0
0

31.510.000,
00

53,06

31.510.000,00
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Terpenuhinya 100 ahan
Kebutuhan dan
Kerjasama Kese
Dalam Negeri jahte
(RENJA) raan
Raky
at
2.04 Fasilitasi Terpenuhinya 100 | 387.000,00 Asist
Kerja Sama Kebutuhan en
Luar Negeri Kerja Sama Pem
(RENJA) Luar Negeri erint
(RENJA) ahan
dan
Kese
jahte
raan
Raky
at
2.04 Evaluasi Terlaksananya 100 | 285.000,00 Asist
Pelaksanaan Evaluas Kerja en
Kerja Sama Sama (RENJA) Pem
(RENJA) erint
ahan
dan
Kese
jahte
raan
Raky
at
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan SR
PROGRAM Cakupan 5| 66658817 | 0 | 113.258.52 0 | 131.226.08 0 | 244.484.60 36,68 0 | 244.484.600,00 Asist
PEREKONO | Terpenuhinya 4,00 0,00 0,00 0,00 en
MIAN DAN Kebijakan Pere
PEMBANGU | Bidang kono
NAN Perekonomian mian
(RENJA) dan Sumber dan
DayaAlam Pem
- bang
5 32, 90 90 unan
7 9
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Persentase 100
rekomendasi
yang
ditindaklanjuti
RENJA
Persentase 100
Rencana Aksi
Pembangunan
Daerah yang
Teredlisasi
RENJA
Tingkat 33
kepuasan
pengguna atas
pemilihan
penyedia
barang/jasa
(RENJA)

201 Evaluasi Cakupan 4 | 67.688.452,
Pel aksanaan Terpenuhinya 00
Kebijakan Kebijakan
Perekonomia | Bidang
n (RENJA) Perekonomian

(RENJA)

2.01 Koordinasi, Jumlah 1 | 11.539.500,
Sinkronisasi Kebijakan 00
dan Evaluasi Bidang BUMD
Kebijakan dan BLUD yang
Pengelolaan ditetapkan
BUMD dan (RENJA)

BLUD
(RENJA)

2.01 Pengendalian | Jumlah 2 | 39.660.952,
dan Distribusi | Kebijakan 00
Perekonomia | Bidang
n (RENJA) Ekonomi Makro

yang ditetapkan
(RENJA)

22



201 Perencanaan Jumlah
dan Kebijakan
Pengawasan Ekonomi Mikro
Ekonomi yang ditetapkan
Mikro kecil (RENJA)
(RENJA)
201 Pelaksanaan Cakupan
K ebijakan terpenuhinya
Perekonomia | kebijakan
n (DPA) Bidang
Perekonomian
(DPA)
2,01 Koordinasi, Jumlah
Sinkronisasi, kebijakan
Monitoring Bidang BUMD
dan Evaluasi dan BLUD yang
Kebijakan ditetapkan
Pengelolaan (DPA)
BUMD dan
BLUD (DPA)
2.01 Pengendalian | Jumlah
dan Distribusi | kebijakan
Perekonomia | Bidang
n (DPA) Pengendalian
dan Distribusi
yang ditetapkan
(DPA)
201 Perencanaan Jumlah
dan kebijakan
Pengawasan Bidang
Ekonomi Ekonomi Mikro
Mikro kecil Kecil yang
(DPA) ditetapkan
(DPA)

16.488.000,
00

14.260.642,
00

13.433.163,
00

27.693.805,
00

Asist

Pere
kono
mian

bang
unan

27.693.805,00

Asist

Pere
kono
mian
dan

unan

2.741.800,00

Asist

Pere
kono
mian
dan

unan

21.645.605,00

Asist

Pere
kono
mian

bang
unan

0 1.626.800,0 1.115.000,0 2.741.800,0
0 0 0
0 9.502.442,0 12.143.163, 21.645.605,
0 00 00
0 3.131.400,0 175.000,00 3.306.400,0
0 0

3.306.400,00

Asist

Pere
kono
mian
dan

bang
unan
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2.02 Administrasi Rekomendasi
Pembangunan | yang ditindak
(RENJA) lanjuti

(RENJA)

2.02 Fasilitasi Cakupan
Penyusunan Program
Program Pembangunan
Pembangunan | (RENJA)
(RENJA)

2.02 Pengendalian | Laporan
dan Evaluasi Pengendalian
Program dan Evaluasi
Pembangunan | (RENJA)
(RENJA)

2.02 Pengelolaan Pelaporan
Evaluasi dan Evaluasi
Pelaporan Pembangunan
Pelaksanaan Daerah
Pembangunan | (RENJA)
(RENJA)

2.02 Pelaksanaan Persentase
Administrasi Rencana Aksi
Pembangunan | Pembangunan
(DPA) Daerah yang

Terealisasi
(DPA)

205.671.66 Asist

4,00

Pere
kono
mian

bang
unan

27.604.000, Asist
00
Pere
kono
mian
dan

unan

22.733.500, Asist

00

Pere
kono
mian
dan

unan

155.334.16 Asist

4,00

Pere
kono
mian

bang
unan

31.670.310, 52.059.065, 83.729.375, 83.729.375,00 Asist
00 00

Pere
kono
mian
dan

bang
unan
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2.02 Fasilitasi Persentase
Penyusunan Cakupan
Program Program Daerah
Pembangunan | (DPA)
(DPA)
2.02 Pengendalian | Persentase
dan Evaluasi Tindak Lanjut
Program Hasil Inspeksi
Pembangunan | (DPA)
(DPA)
2.02 Pengelolaan Jumlah laporan
Evaluasi dan Pembangunan
Pelaporan Daerah (DPA)
Pelaksanaan | Persentase
Pembangunan | tindak lanjut
(DPA) hasil monitoring
(DPA)
2.03 Pengadaan Persentase
Barang dan Pengadaan B/J
Jasa Yang Selesai
(RENJA) (RENJA)
2.03 Pengelolaan Persentase
Pengadaan dokumen
Barang dan persiapan B/J
Jasa sesual standar
(RENJA) (RENJA)
Persentase
kontrak Blj
terlaksana
(RENJA)
Persentase
penetapan
penyedia

8.593.500,0
0

26.780.000,
00

35.373.500,
00

2.493.100,0
0

2.493.100,0
0

35.373.500,00

Asist

Pere
kono
mian

bang
unan

359.414.60
6,00

252.188.70
2,00

20.583.710,
00

25.279.065,
00

45.862.775,
00

2.493.100,00

Asist

Pere
kono
mian
dan

unan

45.862.775,00

Asist

Pere
kono
mian
dan

unan

Asist

Pere
kono
mian

bang
unan

Asist

Pere
kono
mian
dan

bang
unan
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(RENJA)

Persentase
perencanaan B/J
sesuai standar
(RENJA)

2.03

Pengelolaan
Layanan
Pengadaan
Secara
Elektronik
(RENJA)

Persentase

Layanan
Aplikasi Sistem
Informasi B/J
Beroperasi
(RENJA)

78.643.952, Asist
00 en
Pere
kono
mian
| dan

Persentase
Layanan
Jaringan Sistem
Informasi B/J
(RENJA)
Persentase
pemenuhan
infrastruktur
Sistem
Informasi B/J
(RENJA)
Persentase
proses pbj
melalui Sl
(RENJA)

unan

2.03

Pembinaan
dan Advokasi
Pengadaan
Barang dan
Jasa
(RENJA)

28.581.952, Asist

ol

Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan
SDM B/J
(RENJA)
Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan
SDM dari
Pengadaan Baru
(RENJA)
Persentase
SDM B/J
Bersertifikat
(RENJA)

Pere
kono
mian
dan

unan

2.03

Pengelolaan
Pengadaan
Barang dan
Jasa (DPA)

0
0 | 7| 59.987.026, - | 59.328.039, | 55 | 119.315.06 55, | 119.315.065,00 Asist
00 | 18 00 5,00 4

Persentase
Pengadaan B/J
Yang Selesai
(DPA)

3

Pere
kono
mian
dan
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2.03

Pengelolaan
Pengadaan
Barang dan
Jasa (DPA)

Persentase
dokumen
persiapan B/J
sesuai standar
(DPA)
Persentase
kontrak Bj
terlaksana
(DPA)
Persentase
penetapan
penyedia (DPA)
Persentase
perencanaan B/J
sesuai standar
(DPA)

2.03

Pengelolaan
Layanan
Pengadaan
secara
Elektronik
(DPA)

]

22.687.542,
00

49.216.413,
00

71

55

71.903.955,
00

Persentase
Layanan
Aplikasi Sistem
Informasi B/J
Beroperasi
(DPA)
Persentase
pemenuhan
infrastruktur
Sistem
Informasi B/J
(DPA)
Persentase
proses PBJ
melalui Sistem
Informasi B/J
(DPA)

2.03

Pembinaan
dan Advokasi
Pengadaan
Barang dan
Jasa (DPA)

c.ooo‘

10.578.442,
00

5.055.813,0
0

83

11

15.634.255,
00

71.903.955,00

Persentase
Pemenuhan
K ebutuhan
SDM B/J
(DPA)
Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan
SDM dari
Pengadaan Baru
(DPA)

26.721.042,
00

5.055.813,0
0

21

31.776.855,
00

15.634.255,00

31.776.855,00
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Persentase

SDM B/J
Bersertifikat
(DPA)
2.04 Pemantauan Cakupan
Kebijakan terpenuhinya
Sumber Daya | kebijakan
Alam (DPA) Bidang Sumber
Daya Alam
(DPA)
2.04 Koordinasi, Jumlah
Sinkronisasi, kebijakan
dan Evaluasi Bidang
Kebijakan Pertambangan
Pertambangan | dan Lingkungan
dan Hidup yang
Lingkungan ditetapkan
Hidup (DPA) | (DPA)
2.04 Pemantauan Cakupan
Kebijakan Terpenuhinya
Terkait Kebijakan
Sumber Daya | Bidang Sumber
Alam Daya Alam
(RENJA) (RENJA)
2.04 Koordinasi, Jumlah
Sinkronisasi Kebijakan
dan Evaluasi Bidang
Kebijakan Lingkungan
Pertambangan | Hidup yang
dan ditetapkan
Lingkungan (RENJA)
Hidup
(RENJA)

7.340.542,0
0

6.405.813,0
0

13.746.355,
00

13.746.355,00

33.813.452,
00

33.813.452,
00

7.340.542,0
0

6.405.813,0
0

13.746.355,
00

Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)

13.746.355,00

Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan
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Asist

Adm
inistr

Umu

Asist

Adm
inistr

Umu

Asist

Adm
inistr

Umu

PROGRAM Pelayanan 100 | 17.953.397.
ADMINISTR | Kedinasan 730,00
ASI UMUM Kepala Daerah
(RENJA) dan Wakil

Kepala Daerah

terpenuhi tepat

waktu

RENJA

Persentase 100

kegiatan

Pimpinan

Daerah

terlaksana

(RENJA)

Presentase 82

Capaian

Program Aksi

(RENJA)

201 Pelaksanaan Pelayanan 100 | 14.219.259.
Administrasi Kedinasan 402,00
Umum Kepala
(RENJA) Daerah/Wakil

Kepala Daerah
Terpenuhi
Tepat Waktu
(RENJA)

201 Fasilitasi Tata | Persentase 100 | 8.398.708.5
Usaha Layanan 54,00
Pimpinan, Pimpinan
Staf Ahli dan | Terpenuhi
Kepegawaian | Dengan Baik
(RENJA) (RENJA)

2.01 Pengelolaan Persentase 100 | 771.936.16
Perlengkapan | Pengelolaan 4,00
(RENJA) Perlengkapan

Dalam Setahun
(RENJA)

2,01 Pengelolaan Jumlah Bulan 12 | 5.048.614.6
Rumah Rumah Tangga 84,00
Tangga Dalam Kondisi
(RENJA) Baik (RENJA)

Asist

Adm
inistr

Umu

Asist

Adm
inistr

Umu
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Asist

Adm
inistr

Umu

Asist

Adm
inistr

Umu

Asist

Adm
inistr

Umu

2.02 Penataan Presentase
Organisasi Capaian
(RENJA) Program Aksi
Reformasi
Birokrasi
(RENJA)
2.02 Pengelolaan Persentase
Kelembagaan | Perangkat
dan Analisis Daerah dengan
Jabatan Kematangan
(RENJA) Perangkat
Daerah Baik
(RENJA)
2.02 Fasilitasi Presentase Unit
Pelayanan Pelayanan
Publik dan Dengan Standar
TatalLaksana | Pelayanan
(RENJA) Publik
Memadai
(RENJA)
2.02 Peningkatan Jumlah
Kinerjadan Perangkat
Reformasi Daerah Dengan
Birokrasi Hasil Evaluasi
(RENJA) Mandiri
Reformasi
Birokrasi Baik
(RENJA)
Jumlah Sistem
Reward dan
Punishment
(RENJA)
2.03 Protokol dan Terpenuhinya
Komunikasi Kebutuhan
Pimpinan Layanan
(RENJA) Pimpinan
Daerah
(RENJA)
2.03 Fasilitasi Persentase
Keprotokolan | Pemenuhan
(RENJA) Layanan
Protokol
Pimpinan
Daerah
(RENJA)

Asist

Adm
inistr

Umu

82 | 334.847.40
4,00
50 | 2.175.500,0
0
100 | 2.175.500,0
0
5| 330.496.40
4,00

1
100 | 3.399.290.9
24,00
100 | 92.244.808,
00

Asist

Adm
inistr

Umu

Asist

Adm
inistr

Umu
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1|4 203 | 2| Faslitasi Persentase
Komunikasi Pemenuhan

Pimpinan Layanan
(RENJA) Komunikasi

Pimpinan

Daerah

(RENJA)

1|4| 203 | 3| Pendokument | Persentase
asian Tugas Pemenuhan

Pimpinan Layanan
(RENJA) Dokumentasi

Pimpinan

Daerah

(RENJA)

100 | 2.626.216.6

16,00

100 | 680.829.50

0,00

Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)

Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI

SELURUH PROGRAM DI BIDANG SEKRETARIAT 41.820.917. 5.819.779.7 7.443.251.1 13.263.030. 13.263.030.861,
DAERAH 344,00 00,00 61,00 861,00 00
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%) 20,31
Predikat Kinerja Program Bidang Ur usan SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI 41.820.917. 5.819.779.7 7.443.251.1 13.263.030. 13.263.030.861,
SELURUH PROGRAM DI SEKRETARIAT DAERAH 344,00 00,00 61,00 861,00 00
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%) 20,31
SR

Predikat Kinerja Dari Seluruh Program
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Dari sebanyak 3 program dan 18 kegiatan yang terdapat pada Renja Sekretariat Daerah
Tahun 2021, terdapat 12 kegiatan dibawah (45%) yang belum mencapai target kinerja yang
direncanakan. Terdapat 1 program (100%) yang memenuhi target kinerja yang direncanakan
dan terdapat 2 Program yang belum memenuhi target kinerja adalah sebagaimana tabel

berikut ini:
Tabel 2.2
Program-Program Y ang Belum Memenuhi Target Kinerja'Yang
Direncanakan
Capaian
Kode Program Indikator Target | Redlisas (%)
4.1.1 | Program Penunjang | Persentase Capaian 87 Point 63,64 73,15
Urusan Pemerintahan| Program Aksi Reformas
Daerah Birokras Kabupaten
Kabupaten/K ota
4.1.3 | Program Persentase Capaian IKU | 100 Persen 90,00 90
Perekonomian dan Bidang Perekonomian
Pembangunan dan Pembangunan
Tingkat Kepuasaan 3,30 Indeks 3,27
Pengguna atas

Pemiihan Penyedia

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Renja Tahun 2021 dan triwulan II 2020 maka
dibutuhkan adanya perubahan strategi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai
penyesuaian terhadap perubahan kebijakan terkait kondisi keuangan daerah serta dalam

rangka mengoptimalkan dukungan terhadap capaian visi dan misi kepal a daerah.

2.2. AnalissKinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dapat dilihat capaian kinerja
sasaran SKPD yang sekaligus telah ditetapkan sebaga IKU Sekretariat Daerah, yang
menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungs Sekretariat Daerah dalam mengoordinasikan
perencanaan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Klungkung. Telah ditetapkan tiga
sasaran dengan empat indikator kinerja yang sekaligus merupakan IKU Perangkat Daerah.
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Sasaran pertama yaitu Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan
Kesra dengan indikator yaitu Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan
Kesra. Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan
Pembangunan dan sasaran yang ketiga Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik
Perangkat Daerah Kab. Klungkung dengan 2 indikator yaitu Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP
Perangkat Daerah dan Aks Pelayannan Publik Masuk Nominas pelayanan Nasiona
tersedianya.

Capaian Indikator Kinerja Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan
dan Kesra pada tahun 2020 ditunjukkan pada grafik berikut ini :

Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan
Kesra, 2019-2023(Akhir Periode RPJMD)

101,20 108\,37 | 108,37
102,95 102,95
; : ' 0,00 ¥ 0,00 :
2019 2020 2021 2022 2023 (Akhir
RPIMD)
' Target I Realisasi #— Capaian

Sumber : Bagian Organisas Setda Kab. Klungkung,2020

Gambar 3.1. Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra 2019-
Akhir RPIMD

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa Sasaran Kinerja pertama dari
Sekretariat Daerah adalah Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra di
Kabupaten Klungkung diukur dengan Indikator Kinerja Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten
Bidang Pemerintahan dan Kesra. Pada tahun 2020, Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten
Bidang Pemerintahan dan Kesra dengan target sebesar 95 persen telah terealisas sebesar 102,95
persen atau capaian sebesar 108,37 persen. Dibandingkan dengan target RPIMD, capaian sampai
dengan tahun 2020 telah tercapai 108,37 persen. Tahun 2020 merupakan tahun kedua periode
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 yang menyesuaikan dengan RPIMD
Semesta Berencana Kabupaten Klungkung. Untuk itu capaian kinerja Pemerintah Kabupaten
Klungkung harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan.
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Capaian Indikator Kinerja Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian
dan Pembangunan pada tahun 2020 ditunjukkan pada grafik berikut ini :

Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan
Pembangunan, 2019-2023 (Akhir Periode RPJMD)

116,89 116,01 116,01 [
1 el WG
N\ /,/
\\ 7 3
v Ve _ 1
l I "’/ B
0,00 0,00 L
2019 2020 2021 2022 2023 (Akhir
RPIMD)
w Target W Realisasi —— Capaian

Sumber : Bagian Organisas Setda Kab. Klungkung, 2020

Gambar 3.2. Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan,
2019-Akhir Periode RPIMD

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Rata-Rata Capaian
Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan di Kabupaten Klungkung pada
tahun 2020 dengan target 95 persen terealisas sebesar 110,21 persen atau tercapai 116,01 persen.
Dibandingkan dengan target RPIMD, capaian sampai dengan tahun 2020 telah tercapai sebesar
116,01 persen. Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan rencana strategis Sekretariat
Daerah Kabupaten Klungkung periode 2019-2023.

Sedangkan capaian indicator sasaran yang kedua yaitu Aks Pelayanan Publik Masuk
Nominas Penghargaan Nasional adalah sebagai berikut :

Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional, 2019-
Akhir Periode RPIMD

o i
74
//
."/
K 0 )

2019 2020 2021 2022 2023 (Akhir
RPIMD)

mmm Target = Realisasi - Capaian

Sumber : Bagian Organisas Setda Kab. Klungkung, 2020
Gambar 3.3 Aks Pelayanan Publik Masuk Nominas Penghargaan Nasional, 2019-2023 Akhir
Periode RPIMD
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Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Klungkung belum berhasil meraih nominasi
penghargaan nasional pada Kompetis Inovas Pelayanan Publik (SInovik), sehingga capaian
kinerja Aks Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional belum tercapai. Pada
tahun 2019, aksi pelayanan public yang masuk nominas penghargaan nasional adalah sebanyak
1 aks pelayanan public. Adapun aks pelayanan public yang masuk nominasi penghargaan
nasional adalah : KRISS (Kring Sehat). Aks ini masuk dalam TOP 99 Inovas Pelayanan Publik
yang dianugerahkan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia. Pada tahun 2018, aksi
pelayanan public yang masuk nominasi penghargaan nasional ada 2 yaitu BIMA JUARA (Beli
Mahal Jual Murah) yang merupakan inovas untuk peningkatan pendapatan petani melalui
pemotongan jalur distribus beras local dari petani langsung ke koperasi, serta inovas TOSS
(Tempat Olah Sampah Setempat) yang merupakan inovasi pengolahan sampah plastic langsung
dari sumbernya. Kedua inovasi tersebut masuk nominasi TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik yang

dianugerahkan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia.

Capaian Indikator Kinerja Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah pada tahun
2020 ditunjukkan pada grafik berikut ini

Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah, 2019-2023 (Akhir
95,59 99,57 Periode RPJMD)

96,06 .

2019 2020 2021 2022 2023 (Akhir
RPIMD)

mem Target mm Realisasi  —#—Capaian

Sumber : Bagian Organisas Setda Kab. Klungkung, 2020

Gambar 3.4. Rata-Rata Nilai Evaluas AKIP Perangkat Daerah (poin) , 2019-2023 (Akhir
Periode RPIJMD)
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Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Rata-Rata Nilai
Evaluass AKIP Perangkat Daerah (poin) pada tahun 2020 belum memenuhi target yang
ditetapkan, dimana target ditetapkan sebesar 82 poin dan tereadlisas sebesar 81,65 poin atau
tercapai 99,57 persen. Hasil evaluas AKIP Perangkat Daerah sangat menentukan Hasil Evaluasi
atas Implementasi AKIP di tingkat Kabupaten. Jika hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah tidak
memuaskan maka Hasll Evaluas atas Implementas AKIP di tingkat Kabupaten juga akan
terpotret tidak memuaskan. Berikut ini disgjikan hasil evaluas SAKIP terhadap seluruh
perangkat daerah di Kabupaten Klungkung.

Untuk tingkat capaian indikator kinerja nilai AKIP Komponen Perencanaan dalam tiga
tahun terakhir terus membaik dengan capaian kinerja semakin meningkat meski capaiannya
masih terus dibawah target yang tel ah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2020,
untuk komponen perencanaan pada implementass perencanaan strategis, kualitas dan
implementas perencanaan tahunan. Pada implementass RPIM D/Renstra kel emahan terjadi pada:

a. Penyusunan RKPD/Renja yang belum mengacu pada dokumen RPIM D/Renstra,
b. Target jangka menengah dalam RPIMD/Renstra belum dimonitor pencapaiannya
sampai dengan tahun berjalan.
c. Dokumen RPIMD/Renstra belum direviu secara berkala.
Sedangkan pada kualitas perencanaan kinerja tahunan kelemahan yang terjadi yaitu pada:

a. Penetapan target kinerja.
b. Kegiatan yang direncanakan belum menggambarkan upaya pencapai an sasaran.

c. Kegiatan yang mencapa sasaran belum menjadi prioritas/didukung oleh anggaran yang
memadai.

d. Dokumen PK yang belum selaras dengan RPIMD/Renstra dan belum menetapkan hal-
hal yang seharusnya ditetapkan.

e. Pada tingkat perangkat daerah, rencana aksi atas kinerja belum mencantumkan target
secara periodik atas kinerja.

Kelemahan pada implementasi perencanaan kinerja tahunan adalah sebagai berikut :

RKPD belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
. Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.

a

b

c. Padatingkat PD, pencapaian rencanaaksi atas kinerja belum dimonitor secaraberkala.
d. Rencanaaksi belum dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
e

Perjanjian kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan kinerja sampai kepada tingkat
eselonlll dan1V.
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Selanjutnya pencapaian kinerja program kegiatan Kabupaten Klungkung disgjikan pada
table 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3
Realisas Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung 2021

Sasaran Progra | Anggaran (Rp) | Realisas (Rp) Sisa Capaia | Pelaksana
m Anggaran n
(Rp) Keuan
gan
(%)
Meningkatny | Program | 3.096.511.942,00 | 1.268.800.023, | 1.827.711.919, | 40,98 | Bagian
a Layanan Pemerint 00 00 Pemerintahan
Kebijakan ahan dan , Bagian
Bidang Kesgjaht Hukum dan
Pemerintahan | eraan Ham serta
dan Kesra Rakyat Bagian
Kesgjahteraan
Rakyat
Jumlah 3.096.511.942,00 | 1.268.800.023, | 1.827.711.919, | 40,98
00 00
Meningkatny | Program | 1.111.441.620,00 | 244.484.600,0 | 866.957.020,0 | 22,00 | Bagian
a Layanan Perekono 0 0 Perekonomia
Kebijakan mian dan n dan SDA,
Bidang Pembang Bagian
Perekonomia | unan Administras
n dan Pembangunan
Pembanguna dan Bagian
n PBJ
Jumlah 1.111.441.620,00 | 244.484.600,0 | 866.957.020,0 | 22,00
0 0
Meningkatny | Program | 35.252.463.372,0 | 11.749.746.23 | 23.502.717.13 | 33,33 | Bagian
a Penunjan 0| 8,00 4,00 Protokol dan
Akuntabilitas | g Urusan Komunikas
dan Pemerint Pimpinan,
Pelayanan ahan Bagian
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Publik Daerah Umum dan
Perangkat Kabupat Bagian
Daerah Kab. | en/Kota Organisas
Klungkung
Jumlah 35.252.463.372,0 | 11.749.746.23 | 23.502.717.13 | 33,33
0 8,00 4,00
Grand Total 39.460.416.934,0 | 13.263.030.86 | 26.197.386.07 | 33,61
0 1,00 3,00

Sumber : Srenbangda, 2021

2.3.

Isu-Isu Penting Penyelenggar aan Tugas dan Fungsi PD

Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungs penunjang

urusan bhidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam

menyelenggarakan fungs perencanaan, Sekretariat Daerah memiliki peran sentral dalam

mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan memiliki fokus sasaran yang

jelas dan terukur. Sedangkan dalam menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan,

maka Sekretariat Daerah diharapkan mampu menyediakan rekomendasi kebijakan prioritas

daerah yang harus dilakukan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

secara efektif dan efisien.

Pel aksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam empat tahun pel aksanaan Renstra
Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018 mengalami kendala dan permasalahan yang menghambat
pencapaian target yang telah ditetapkan. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam

penyel enggaraan tugas dan fungs adal ah sebagai berikut :

1. Permasal ahan pada penyediaan datainformasi perencanaan yaitu :

a) Perangkat daerah belum memiliki mekanisme pengumpulan data terkait tugas dan

fungsi nya secara baku, sehingga ketersediaan datainformasi masih belum optimal.

b) Belum terbangunnya system informasi pengelolaan data perencanaan secara baik

sehingga ketersediaan data informasi sesuai tugas dan fungs perangkat daerah

belum optimal.
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2. Permasalahan pada proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah yaitu :

a)

b)

d)

Adanya keterlambatan dalam pelaksanaan tahapan penyusunan perencanaan.
Dalam tiga tahun pelaksanaan Renstra, masih terdapat keterlambatan pelaksanaan
tahapan kegiatan. Keterlambatan ini juga telah menjadi temuan dari instans

pengawasan.

Penyusunan renja perangkat daerah yang belum sesuai dengan ketentuan.
Penyusunan perencanaan masih dianggap sebagai dokumen prasyarat yang sekedar
ada sehingga penyelesaannya dominan hanya pada Sekretariat (subbag
perencanaan) bukan hasil dari diskursus seluruh pihak yang terkait (bidang-
bidang). Akibatnya kualitas penetapan permasalahan/isu strategis, strategi, target

kinerja dan program kegiatan prioritas belum jelas.

Kualitas indikator kinerja masih banyak belum memenuhi kriteria SMART.
Kondisi diakibatkan belum dipahaminya kinerja dan penyusunan indikator kinerja
sehingga hasilnya indikator kinerja yang dipasang belum menggambarkan kinerja
yang dicapai dari kegiatan/program yang dilaksanakan sesua tugas dan fungsinya.
Perumusan sasaran program kegiatan belum fokus dan jelas sehingga menyulitkan

dalam perumusan indikator kinerjanya.

Perencanaan belum disusun secara cermat dengan mempertimbangkan kesiapan
pendukung pelaksanaan kegiatan seperti kejelasan lokasi, status tanah dan
perencanaan detilnya sehingga banyak kegiatan tidak terlaksana dengan baik dan

gagal.
Lemahnya perumusan prioritas daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan

daerah selama ini belum mampu merumuskan prioritas daerah secara jelas dan

terukur melalui pendekatan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasal.

3. Permasal ahan pada pengendalian pel aksanaan rencana pembangunan daerah yaitu :

a) Pengendalian rencana pembangunan daerah belum dilaksanakan secara optimal

sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Kondis ini akibat
dari masih terjadinya inkonsstensi antar dokumen perencanaan dan dengan

dokumen penganggaran.

b) Pelaksanaan program kegiatan belum didasarkan pada tahapan dan jadwal kegiatan

yang jel as sehingga masih terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
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4. Permasaahan pada evaluasi hasil pel aksanaan rencana pembangunan daerah yaitu :

a) Laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah tidak tersusun
dengan baik karena banyak kegiatan yang tidak terukur sebagai dampak belum

konsistennya indikator kinerja.

b) Evaluas baru pada tahap pengukuran kinerja belum mampu menyediakan
rekomendasi perbaikan karena minimnya penygjian data dan identifikasi

permasal ahan.
5. Permasal ahan pada pel aksanaan penelitian dan pengembangan diantaranya adalah :

a) Kegiatan penelitian dan pengembangan selama periode 2013-2018 belum optimal
karena belum ditetapkannya Rencana Induk Kelitbangan dan Roadmap Penguatan
Sistem Inovas Daerah (SIDA). Litbang yang dikembangkan selamaini, lebih banyak
menunggu arahan pimpinan, kurang berdasarkan upaya pencarian solusi mengatas

permasal ahan pembangunan.

b) Hasil kelitbangan belum didiseminasikan secara optimal sehingga menjadi masukan

bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Permasal ahan-permasalahan di atas, berdampak pada belum optimalnya capaian kinerja
pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPIMD. Beberapa kegiatan
prioritas yang dirancang mengalami kegagalan karena lemahnya perencanaan seperti masalah
kesigpan lahan, dokumen perencanaan dan terdapat sub pekerjaan yang tidak direncanakan

sehingga outcome yang diharapkan tidak terwujud.

Selain permasalahan tersebut, juga perlu diidentifikas tantangan dan peluang dalam
meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah khususnya sesuai tugas dan fungsinya. Tantangan

perencanaan ke depan diantaranya adal ah:

a. meningkatnya tuntutan akan penyelenggaraan pembangunan yang efektif, tepat sasaran
dan tuntas. Kondis ini menjadi tantangan tersendiri karena ketersediaan dan
pemanfaatan data dadam perencanaan belum optimal disamping belum
terimplementasinya pendekatan perencanaan substantif (tematik-holistik, integrative
dan spasial). Perubahan mindset stakeholder perencanaan yang selama ini menyusun
perencanaan lebih bersifat kegiatan rutinitas setiap tahun menjadi berbasiskan target

kinerja yang jelas masih perlu upaya yang kuat dan berkel anjutan.
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b. Menguatnya tuntutan konsistensi perencanaan dan penganggaran yang selama ini
cenderung diabaikan. Kedepan tidak boleh lagi ada kegiatan yang tidak direncanakan
tetapi dianggarkan. Hal ini adalah salah satu aksi prioritas dalam Rencana Aksi Daerah
Penanggulangan Korups Terintegras.

Sedangkan peluang yang dapat mendukung peningkatan kualitas perencanaan
pembangunan diantaranya adalah :

a. Kuatnya political will pimpinan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas pemerintah
daerah baik melaui implementasi SAKIP dan roadmap Reformasi Birokrasi;

b. Penyelenggaraan Rencana Aksi Program Penanggulangan Korupsi Terintegrasi yang
merupakan bagian kegiatan koordinasi, supervid, dan pencegahan korupsi yang
didorong oleh KPK.

Berdasarkan identifikasi permasal ahan, tantangan dan pel uang maka dapat dirumuskan
isu strategis perencanaan sebagai berikut:

a. Sistem pengel olaan data yang belum optimal

b. Kualitas dokumen perencanaan yang belum optimal;

c. Kualitas pengendalian dan evaluasi yang belum optimal;

d. kualitas SDM perencanaan yang belum optimal, baik di internal Sekretariat Daerah
maupun pada stakehol der (pelaku fungsi perencanaan di SKPD); dan

e. Kelitbangan belum optimal mendorong inovasi peningkatan kualitas perencanaan
pembangunan.
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BABIII

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di Kabupaten
Klungkung, berdasarkan Perda Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 menyel enggarakan
dua bidang urusan pemerintahan fungsi penunjang yaitu perencanaan pembangunan dan

penelitian dan pengembangan.
Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Klungkung 2013-2018 yaitu

"TERWUJUDNY A KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA” serta mendukung
misi mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan good corporate governance, Sekretariat
Daerah Kabupaten Klungkung menyusun rencana kerja SKPD. Dokumen tersebut merupakan
fokus pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk
mencapal sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai sasaran yang
ditetapkan dalam RPIMD vyaitu terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang optimal. Untuk
itu Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung menetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun
2021 adal ah sebagai berikut :

a.  Tujuan : meningkatkan kualitas pembangunan daerah.
b. Sasaran:
1) Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra
2) Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan
3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kab. Klungkung
4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

42



Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021

TUJUAN Sasaran Indikator Target Program Pendukung
Sasaran Tahun
2021
Meningkatkan | Meningkatnya Rata-Rata 95 Program Penataan
Akuntabilitas | Layanan Capaian Peraturan Perundang-
Kinerja Kebijakan Bidang | Sasaran Undangan (Bag.
Pemerintah Pemerintahan dan | Kabupaten Hukum dan HAM),
Kabupaten Kesra Bidang Program Program
Klungkung Pemerintahan Pengembangan
dan Kesra Otonomi Daerah
(Bag. Pemerintahan),
Program
Pengembangan
Kebijakan Bidang
Kesg ahteraan Rakyat
(Bag. Pemerintahan),
Program
Pengembanagan
Kebijakan Bidang
Kesgjahteraan Rakyat
(Bag. Kesra)
Meningkatnya Rata-Rata 95 Program Penyiapan
Layanan Capaian data/Informas
Kebijakan Bidang | Sasaran Perkembangan
Perekonomian dan | Kabupaten Perekonomian daerah
Pembangunan Bidang (Bag. Perekonomian)
Perekonomian Program Peningkatan
dan pelayanan K edinasan
Pembangunan kepala Daerah/Wakil
Kepala daerah (Bag.

Adm Pembangunan)
Program penataan
Pengadaan
Barang/Jasa
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Pemerintah (Bag.

APBJ)
Meningkatnya Rata-Rata 85 Program Peningkatan
Akuntabilitas Nilai Evaluas Kinerja Perangkat
Kinerja Perangkat | AKIP Daerah, Program
Daerah Kab. Perangkat Pelaksanaan
Klungkung Daerah Reformas Birokrasi
(Bagian Organisasi)
Meningkatnya Aks 1 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Efektivitas Organisas
Pelayanan Publik | Publik Masuk dan TataKerja
Nominasi Perangkat Daerah
Penghargaan (Bagian Organisasi)
Nasional Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah (Bag.

Umum), Program
Pelayanan
Kesekretariatan Dan
Program Peningkatan
Pelayanan Kepala
Daerah / Wakil
Kepala Daerah (Bag.

Umum)

Sasaran dan indikator sasaran telah ditetapkan sebagai target Indikator Kinerja Utama
SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dan merupakan cerminan keberhasilan
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mengoordinaskan perencanaan dan

pel aksanaan fungs penunjang di bidang penelitian dan pengembangan.
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3.2  Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapal sasaran jangka menengah yang telahditetapkan, diperlukan strategi dan
kebijakan yang akan ditempuh oleh Sekretariat Daerah. Berdasarkan gambaran tentang analisis
lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam kurun waktu lima tahun ke
depan, maka perlu dikembangkan strategi-strategi sebagai berikut

1. Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)

a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya aparatur dengan memanfaatkan teknologi
informasi dalam penilaian kinerja dan optimalisasi penerapan tunjangan kinerja berbasis
aplikas e-kinerja.

b. Menggunakan teknologi informas dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain dan
lembaga swasta untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik

c. Mengupayakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar-
besarnya untuk pelayanan publik

d. Meningkatkan kinerja lembaga keuangan mikro dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain dan lembaga swasta

e. Mendorong praktik-praktik reformas birokrass melaluit ransparans perencanaan,
pengendalian dan evaluas pelaporan keuangan maupun Kkinerja melalui kebijakan
pemerintah daerah yang terkait

2. Strategi Kelemahan-Peluang (W-O)

a. Reformas mangjemen kinerja aparatur daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi
dan bekerjasama dengan instansi lain

b. Reformas mangemen pemerintahan daerah melalui penerapan Sistem Pengendalian
Intern yang lebih baik, mengoptimalkan perencanaan dan evaluasi kebijakan, transparasi
pengadaan barang jasa dan menerapkan praktik-praktik terbaik dalam mangemen
pemerintahan

3. Strategi Kekuatan — Ancaman (S-T)

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian budaya dan kesadaran
hukum dimulai dari aparatur daerah

b. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan peraturan peundang-
undangan yang berlaku melalui teknologi informasi

4. Strategi Kelemahan-Ancaman (W-T)
a. Mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern untuk meningkatkan sumber daya aparatur
b. Upaya peningkatan partisipas sektor perbankan dalam memberikan dukungan kepada

lembaga keuangan mikro
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c. Memanfaatkan masyarakat sebagai stake holder pelayanan dalam menilai kinerja aparatur
daerah.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan
hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung
dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan
penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah
ditetapkan dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung periode 2018-
2023 sebagaimana tabel berikut ini:
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Tabel 3.2 Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung

Periode 2018-2023

NO | TUJUAN |

SASARAN

| STRATEGI

KEBIJAKAN

Vis :TerwujudnyaK lungkung yang Unggul dan Sejahtera

Mis 4: Terwujudnyapemerintahan yang responsiftransparan, santun dan inovatifdgnmenjagakepastianhukum dan stabilitaspolitik

1.

Meningkatkan
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah
Kabupaten
Klungkung

1

Meningkatnya
Layanan Kebijakan
Bidang Pemerintahan
dan Kesra

1.1. Mendorong Kecamatan untuk meningkatkan tertib administrasi kecamatan dan
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

1.1. Fasilitasi, Bimtek, Sosialisasi, Supervisi,
Evaluasi Kinerja Pelayanan kecamatan

1.2. Mendorong desa/kelurahan untuk meningkatkan tertib administrasi desa’kelurahan
dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

1.2. Fasilitasi, Bimtek, Sosialisasi, Supervisi,
Evaluasi Kinerja Pelayanan kelurahan/desa

1.3. Mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Korodinasi Kerjasama Daerah dalam
penyelenggaraan kerjasama daerah

1.3. Fasilitasi, Bimtek, Sosialisasi, Supervisi,
Evaluasi Kinerja Pelayanan kelurahan/desa

1.4. Melaksanakan penataan produk hukum daerah

1.4. Peningkatan penyelarasan produk hukum
daerah untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan

1.5. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku melalui teknologi informasi

1.5. Sosialisasi ke masyarakat

2.

Meningkatnya
Layanan Kebijakan
Bidang
Perekonomian
Pembangunan

dan

2.1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan pemerintah kab/kota,
provinsi, kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

2.1. Koordinasi pelaksanaan kerjasama daerah

2.2. Monitoring pelaksanaan kerjasama daerah yang dilaksanakan oleh SKPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung

2.2. Monitoring dan Evaluasi

2.3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi untuk penyusunan bahan kebijakan

2.3. Monitoring dan Evaluasi

2.4. Meningkatkan transparansi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan
keuangan maupun kinerja melalui kebijakan pemerintah daerah yang terkait

pelayanan bagi SKPD yang memanfaatkan ULP

2.5. Meningkatkan pengendalian terhadap program-program yang telah direncanakan

2.5. Monitoring, Evaluasi

2.6. Mengupayakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar-
besarnya untuk pelayanan publik

2.6. Monitoring, Penyerapan Aspirasi ke
Masyarakat

2.7. Meningkatkan kinerja lembaga keuangan mikro dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain dan lembaga swasta

2.7. monitoring, fasilitasi

2.8.
Upayapeningkatanpartisipasi sektorperbankandalammemberikandukungankepadal embag
akeuanganmikro

2.8. Monitoring, Fasilitasi
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3.

Meningkatnya
AkuntabilitasKinerja
dan
KualitasPelayananPu
blik Perangkat
Daerah Kab.
Klungkung

3.1. Reformasi manajemen kinerja Birokrasi maupun PNS dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan bekerjasama dengan instansi lain

3.2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya aparatur dengan memanfaatkan teknologi
informasi dalam penilaian kinerja

3.3. Memanfaatkan masyarakat sebagai stake holder pelayanan dalam menilai kinerja
aparatur daerah

3.1. Fasilitasi, Koordinasi

3.4. Menggunakan teknologi informasi dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah
lain dan lembaga swasta untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik

3.4. penyusunan SOP SKPD, perangkat daerah
yang efektif

3.5. Meningkatkan pelayanan kepada tamu daerah, kepala daerah, wakil kepala daerah
dan juga apratur Setda

3.5. Pelayanan di kantor, rumah jabatan dan luar
daerah, penerimaan tamu daerah, pemeliharaan aset
sekretariat daerah
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3.3

kegiatan yang dirancang diarahkan untuk mencapai sasaran SKPD sehingga dapat menjawab isu
strategis pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dengan arah kebijakan yang difokuskan
pada :

1.

Program dan Kegiatan

Tahun 2018 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Kabupaten Klungkung tahun 2012-2018 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021
yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang
direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD. Pada tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten
Klungkung merencanakan 9 program, 18 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Seluruh program dan

Peningkatan ketepatan waktu penyelesaian dokumen rencana pembangunan

daerah melaui Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

Penyediaan data dan informas yang valid dan terkini sebagai bahan evaluas
dan masukan  penyusunan rencana  pembangunan  melalui  Program
Pengembangan Data/l nformasi;

Peningkatan kualitas pel aksanaan evaluasi hasi| pel aksanaan rencana pembangunan
daerah melalui pelaksanaan Program Evaluas Pel aksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peningkatan kualitas pengendalian rencana pembangunan daerah yang efektif dan
terpadu melalui Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peningkatan konsistensi perencanaan perangkat daerah melalui  pelaksanaan
Program Perencanaan Sosial dan Budaya dan Program Perencanaan Perekonomian,
SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan

Penyelenggaraan kelitbangan sesuai prioritas pembangunan daerah melaui
pelaksanaan Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan
Dokumen Perencanaan.

Rumusan rencana program dan kegiatan perubahan  Sekretariat Daerah

Kabupaten Klungkung tahun 2021 kami tuangkan pada Tabel 3.3 berikut :
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Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam APBD
Tahun 2021 dan Rencana Perubahan Tahun 2021

DPA Tahun 2021 Renja Tahun 2021 Perubahan
Program dan Indikator L okasi Target Kebutuhan Program dan Indikator Kinerja | Lokasi Target Kebutuhan
K egiatan Kinerja Capaian Dana/Pagu K egiatan Program/K egiatan Capaian Dana/Pagu
K ode Program/K egiat Kinerja Indikatif (Rp.) Kode Kinerja Indikatif (Rp.)
an

Bertambah
(Berkurang)

S e~ QO

Perencanaan, Dokumen Setda 21.811.423,00 Perencanaan dan Persentase hasil Setda 100,00 12.490.400,00 9.321.023,00
Penganggaran, Perencanaan Kabupat Dokume Evaluas Kinerja evaluas kinerja Kabupat persen
dan Evaluas Penganggaran en n Perangkat perangkat daerah en
Kinerja Ditetapkan Tepat | Klungku Daerah yang ditindaklanjuti Klungku
Perangkat Waktu ng ng
Daerah
01 01 | 201 01 Penyusunan Dokumen Setda 8 15.976.873,00 01 01 | 201 01 Penyusunan Tersusunnya Setda 18 8.006.400,00 7.970.473,00 | Pengurangan
Dokumen Perencanaan Kabupat Dokume Renstradan dokumen Kabupat dokumen belanja makan
Perencanaan Penganggaran en n Renja Perangkat perencanaan dan en minum
Perangkat Tersusun Tepat Klungku Daerah anggaran perangkat Klungku
Daerah Waktu ng daerah tepat waktu ng
01 01 2.01 07 Evaluas Kinerja Laporan Kinerja Setda 31 5.834.550,00 01 01 201 05 Evaluas Kinerja Tersusunnya Setda 12 4.484.000,00 1.350.550,00 | pengurangan
Perangkat Terkirim Tepat Kabupat laporan Perangkat laporan evaluas Kabupat laporan belanja ATK
Daerah Waktu en Daerah kinerja perangkat en dan belanja
Klungku daerah tepat waktu Klungku makanan dan
ng ng minuman
rapat untuk
refocusing
anggaran
01 01 2.02 Administras laporan Setda 4 laporan 17.491.387.724,00 01 01 2.02 Administras Tersusunnya Setda 12,00 16.375.981.302,0 | 1.115.406.422,00
Keuangan Keuangan Kabupat Keuangan laporan Kabupat laporan 0
Perangkat Terkirim tepat en penatausahaan en
Daerah Waktu Klungku keuangan perangkat | Klungku
ng daerah tepat waktu ng
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01 01 2.02 01 Penyediaan Ggji Terpenuhinya Setda 12 bulan 17.458.706.543,00 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji Terpenuhinya Setda 100.00 16.345.778.202,0 | 1.112.928.341,00 | pengurangan
dan Tunjangan Kebutuhan Gaji Kab.Klu dan Tunjangan kebutuhan Kabupat persen 0 anggaran TPP
ASN dan Tunjangan ngkung ASN pembayaran gaji en untuk
ASN dan tunjangan ASN Klungku refocusing
ng anggaran
01 01 2.02 07 Koordinas dan Tersusunnya Setda 13 32.681.181,00 01 01 2.02 07 Penyusunan Tersusunnya Setda 12,00 30.203.100,00 2.478.081,00 | pengurangan
Penyusunan Laporan Kab.Klu laporan Laporan laporan keuangan Kabupat laporan beanjaATK
Laporan Keuangan ngkung Keuangan bulanan dan en untuk
Keuangan Bulanan dan Bulanan/Semeste | semesteran tepat Klungku refocusing
Bulanan/Triwula | Semester Tepat ran waktu ng anggaran
nar/Semesteran Waktu
SKPD
01 01 2.05 Administras Capaian Disiplin Setda 90 495.850.848,00
Kepegawaian aparatur Kabupat persen
Perangkat en
Daerah Klungku
ng
01 01 2.05 03 Pendataan dan Data 90 495.850.848,00
Pengolahan kepegawaain persen
Administras Terupdate Tepat
Kepegawaian Waktu
01 01 2.06 Administras Persentase Setda 90 7.743.418.686,00 01 01 2.03 Administras Persentase surat Setda 100,00 3.964.227.858,00 | 3.779.190.828,00
Umum Perangkat | Pemenuhan Kabupat persen Umum yang diarsipkan Kabupat persen
Daerah Peralatan dan en sesuai klasifikas en
Perlengkapan Klungku Klungku
Kantor ng ng
01 01 2.06 02 Penyediaan Jumlah Bulan Setda 12 bulan 3.885.631.154,00 01 01 203 03 Penyediaan Jasa Persentase Setda 100.00 3.945.986.858,00 (60.355.704,00) | pengurangan
Peralatan dan Peralatan dan Kab.Klu Peralatan dan pemenuhan Kabupat persen belanja ATK,
Perlengkapan Perlengkapan ngkung Perlengkapan kebutuhan sarana en Sesgjen,
Kantor Kantor Tersedia Kantor dan prasarana Klungku pemeliharaan
Tepat Waktu kantor ng kendaraan
dinas untuk
refocusing
anggaran
01 01 2.06 04 Penyediaan Persentase Setda 12 bulan 39.000.000,00
Bahan Logistik pemenuhan Kab.Klu
Kantor Bahan Logistik ngkung
01 01 2.06 08 Fasilitas Persentase 100 1.015.151.000,00 pengurangan
KunjunganTamu | Pemenuhan persen belanja makan
Fadlitas minum tamu
Kunjungan Tamu untuk
refocusing
anggaran
01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Persentase 100 2.785.249.832,00 pengurangan
Rapat Koordinas Pemenuhan persen belanja
dan Konsultas Kebutuhan Rapat perjalanan
SKPD Koordinas dan dinas untuk
Konsultas refocusing
anggaran
01 01 2.06 10 Penatausahaan Persentase Surat 100 18.386.700,00 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Cakupan Setda 100.00 18.241.000,00 145.700,00
Arsip Dinamis Terkelola persen Surat Menyurat pemenuhan layanan | Kabupat persen
pada SKPD jasa surat menyurat en
Klungku
ng
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01 01 2.07 Pengadaan Persentase Setda 90 1.961.172.109,00
Barang Milik Pemenuhan Kabupat persen
Daerah Kebutuhan en
Penunjang Pelayanan Klungku
Urusan Kedinasan ng
Pemerintah Kepala Daerah
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
01 01 2.07 1 Pengadaan Jumlah 2 unit 1.961.172.109,00
Saranadan pengadaan
Prasarana Sarana dan
Pendukung Prasarana
Gedung Kantor Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
01 01 2.09 Pemeliharaan Persentase Setda 90 754.669.964,00
Barang Milik Pemenuhan Kabupat persen
Daerah Kebutuhan en
Penunjang Pemeliharaan Klungku
Urusan Barang Milik ng
Pemerintahan Daerah
Daerah
01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Jumlah Barang 5 unit 754.669.964,00
Pemeliharaan, Milik Daerah
Biaya Penunjang
Pemeliharaan Pemerintah
dan Pajak Daerah
Kendaraan Terpelihara
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan
01 01 211 Administras Persentase Setda 100 1.331.548.342,00
Keuangan dan Pemenuhan Kabupat persen
Operasional Kebutuhan en
Kepala Daerah Pelayanan Klungku
dan Wakil Keuangan ng
Kepala Daerah KDH/WKDH
01 01 211 01 Penyediaan Gaji Persentase 100 676.348.342,00
dan Tunjangan Pemenuhan persen
Kepala Daerah Kebutuhan Gaji
dan Wakil dan Tunjangan
Kepala Daerah KDH/WKDH
01 01 211 02 Penyediaan Persentase 100 39.200.000,00 pengurangan
Pakaian Dinas Pemenuhan persen belanja
dan Atribut Kebutuhan pakaian dinas
Kelengkapan Pakaian Dinas untuk
Kepala Daerah dan Atribut refocusing
dan Wakil Kelengkapan anggaran
Kepala Daerah KDH/WKDH
01 01 211 03 Pelaksanaan Persentase 100 16.000.000,00
Medical Check Pemenuhan persen
Up Kepala Medical Check
Daerah dan Up KDH/WKDH
Wakil Kepala
Daerah

52




01 01 211 04 Penyediaan Dana | Persentase 100 600.000.000,00
Penunjang Penyediaan Dana persen
Operasional Penunjang
Kepala Daerah Oprasional
dan Wakil KDH/WKDH
Kepala Daerah
01 01 212 Fasilitas Persentase Setda 100 840.000.000,00
Kerumahtanggaa | Pemenuhan Kabupat persen
n Sekretariat Kebutuhan en
Daerah Kerumahtanggan | Klungku
Sekretariat ng
Daerah
01 01 212 01 Penyediaan Persentase 100 480.000.000,00
Kebutuhan Pemenuhan persen
Rumah Tangga Kebutuhan
Kepala Daerah Rumah Tangga
Kepala Daerah
01 01 212 02 Penyediaan Persentase 100 360.000.000,00
Kebutuhan Pemenuhan persen
Rumah Tangga Kebutuhan
Wakil Kepala Rumah Tangga
Daerah Wakil Kepala
Daerah
01 01 213 Penataan Persentase OPD Setda 64 370.601.352,00
Organisas Dengan Hasll Kabupat Persen
Penilaian en
Mandiri Klungku
Reformasi ng
Birokras Baik
01 01 213 01 Pengel olaan Persentase 50 2.087.850,00
Kelembagaan Perangkat Persen
dan Analiss Daerah dengan
Jabatan Kematangan
Perangkat
Daerah Sangat
Tinggi
01 01 213 02 Fasilitas Persentase Unit 40 2.087.850,00
Pelayanan Publik | Pelayanan Persen
dan TatalLaksana | Dengan Standar
Peleyanan Publik
Memadai
01 01 213 03 Peningkatan Jumlah 310PD 366.425.652,00
Kinerjadan Perangkat
Reformas Daerah Yang
Birokras Siap Mengikuti
Penilaian
Mandiri
Reformas
Birokras
01 01 214 Pelaksanaan Persentase Setda 100 4.242.002.924,00
Protokol dan Pemenuhan Kabupat Persentas
Komunikasi Kebutuhan en e
Pimpinan Layanan Klungku
Pimpinan Daerah | ng
01 01 214 01 Fasilitas Persentase 100 465.403.660,00
Keprotokolan Pemenuhan Persentas
Layanan e
Protokol
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Pimpinan Daerah

01 01 214 02 Fasllitas Persentase 100 3.023.008.364,00
Komunikasi Pemenuhan Persentas
Pimpinan Layanan e
Komunikas
Pimpinan Daerah
01 01 214 03 Pendokumentasia | Persentase 100 753.590.900,00
n Tugas Pemenuhan Persentas
Pimpinan Layanan e
Dokumentasi

Pimpinan Daerah

Administras Jumlah Setda 178.068.400,00 Administras Terpenuhinya Setda 100,00 87.109.000,00 90.959.400,00
Tata rekomendasi Kabupat Persen Tata Administras Tata Kabupat persen
Pemerintahan adminigtrasi tata en Pemerintahan Pemerintahan en
pemerintahan Klungku Klungku
yang ng ng
ditindaklanjuti
01 02 | 201 01 Penataan Cakupan Setda 100 61.558.800,00 01 02 | 201 01 Penataan Cakupan Setda 100.00 69.455.200,00 (7.896.400,00) | Penambahan
Administras Terpenuhinya Kabupat Persen Administras Terpenuhinya Kabupat persen anggaran
Pemerintahan Penataan en Pemerintahan Penataan en belanja
Administras Klungku Administras Klungku
Pemerintahan ng Pemerintahan ng
01 02 | 201 02 Pengelolaan Cakupan Setda 100 92.368.300,00 01 02 | 201 02 Pengelolaan Pengel olaan Setda 100.00 8.853.300,00 83.515.000,00 | pengurangan
Administras Terpenuhinya Kabupat Persen Administras Administras Kabupat persen anggaran
Kewilayahan Pengelolaan en Kewilayahan Kewilayahan en belanja
Administras Klungku Klungku
Kewilayahan ng ng
01 02 | 201 03 Fasilitas Cakupan Setda 100 24.141.300,00 01 02 | 201 03 Fasilitas Fasilitas Setda 100.00 8.800.500,00 15.340.800,00 | pengurangan
Pelaksanaan Terpenuhinya Kabupat Persen Pelaksanaan Pelaksanaan Kabupat persen anggaran
Otonomi Daerah Fadlitas en Otonomi Daerah Otonomi Daerah en belanja
Pelaksanaan Klungku Klungku
Otonomi Daerah ng ng
01 02 | 2.02 Pelaksanaan Jumlah Setda 3 1.833.331.454,00 01 02 | 202 Evaluas Terpenuhinya Setda 1 1.769.978.404,00 63.353.050,00
Kebijakan Kebijakan Kabupat Kebijaka Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kabupat Dokume
Kesgahteraan Kesgahteraan en n Kebijakan Kesgahteraan en n
Rakyat Rakyat Klungku Kesgjahteraan Rakyat Klungku
ng Rakyat ng
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01 02 | 2.02 01 Faslitas Jumlah Setda 1 1.805.620.652,00 01 02 2.02 01 Fasilitas Jumlah Kebijakan Setda 1 1.742.266.552,00 63.354.100,00 | - Pengurangan
Pengelolaan Bina | Kebijakan Kabupat Kebijaka Pengelolaan Bina | Bidang Agama, Kabupat Dokume Honor Panitia
Mental Spiritual Bidang Agama, en n Mental Spiritual Pendidikan, dan en n Aci Bhakti

Pendidikan dan Klungku Kebudayaan yang Klungku Penganyar

Kebudayaan ng ditetapkan ng karena

yang ditetapkan refocusing
anggaran -
Penambahan
anggaran
tenaga
administras
(Tenaga
Kontrak)
karena
kekurangan
anggaran di
anggaran
Induk -
Pengurangan
Belanja
Makanan dan
Minuman
Rapat karena
refocusing
anggaran

01 02 | 2.02 02 Pelaksanaan Jumlah Setda 1 23.140.152,00 01 02 2.02 02 Evaluas, Jumlah Kebijakan Setda 1 23.141.052,00 (900,00) | - Pengurangan
Kebijakan, Kebijakan Kabupat Kebijaka Pelaksanaan Bidang Sosial, Kabupat Dokume Belanja
Evaluas, dan Bidang Sosial, en n Kebijakan dan Tenaga Kerjadan en n Makanan dan
Capaian Kinerja TenagaKerja Klungku Capaian Kinerja Transmigras, Klungku Minuman
terkait dan ng terkait Kesehatan, ng Rapat karena
Kesgjahteraan Transmigras, Kesgjahteraan Pemberdayaan refocusing
Sosial Kesehatan, Sosial Perempuan, anggaran -

Pemberdayaan Perlindungan Anak, Pengurangan
Perempuan, Pengendalian Belanja
Perlindungan Penduduk dan KB Perjalanan
Anak, Dinaskarena
Pengendalian refocusing
Penduduk dan anggaran
Keluarga

Berencanayang

ditetapkan

01 02 | 202 03 Pelaksanaan Jumlah Setda 1 4.570.650,00 01 02 2.02 03 Evaluas, Jumlah Perumusan Setda 1 4.570.800,00 (150,00
Kebijakan, Kebijakan Kabupat Kebijaka Pelaksanaan Kebijakan Kabupat Dokume
Evaluas, dan Bidang en n Kebijakan dan Pemerintah Daerah en n
Capaian Kinerja Kepemudaandan | Klungku Capaian Kinerja dibidang Klungku
terkait Olahraga dan ng terkait Kepemudaan dan ng
Kesgahteraan Bidang Kesgjahteraan Olahraga serta
Masyarakat Pariwisata yang Masyarakat Pariwisata

ditetapkan

01 02 | 203 Fasilitas dan Jumlah produk Setda 300 985.179.088,00 01 02 | 2.03 Koordinas Tersusunnya Setda 588 931.089.476,00 54.089.612,00
Koordinas hukum yang Kabupat kebijaka Penyusunan kebijakan Daerah Kabupat Kebijaka
Hukum ditetapkan tepat en n Kebijakan en n

waktu Klungku Daerah Klungku
ng ng

01 02 | 203 01 Fasilitas Rancangan Setda 300 354.096.584,00 01 02 203 01 Fasilitas Jumlah Produk Setda 300 395.665.704,00 (41.569.120,00) | Penambahan
Penyusunan Produk hukum Kabupat kebijaka Penyusunan Hukum yang Kabupat Dokume anggaran
Produk Hukum tepat waktu en n Produk Hukum ditetapkan en n belanja
Daerah Klungku Daerah Klungku

ng ng
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01 02 | 2.03 02 Fasilitas Jumlah Desa Setda 25Desa 416.130.552,00 01 02 | 2.03 02 Fasilitas Jumlah Setda 1 435.955.120,00 (19.824.568,00) | Penambahan
Bantuan Hukum Binaan Sadar Kabupat Bantuan Hukum Permasalahan Kabupat kebijaka anggaran
Hukum en hukum difasilitas en n belanja
Klungku Klungku
ng ng
Persentase Setda 100
Capaian RAD Kabupat persen
HAM en
Klungku
ng
01 02 | 2.03 03 Pendokumentasia | Cakupan Setda 50 214.951.952,00 01 02 | 2.03 03 Pendokumentasia | Jumlah Produk Setda 30 99.468.652,00 115.483.300,00 | pengurangan
n Produk Hukum | dokumen hukum Kabupat kebijaka n Produk Hukum | Hukum Daerah Kabupat kebijaka anggaran
dan Pengelolaan yang en n dan Pengelolaan yang terpublikas en n belanja
Informas dipublikasikan Klungku Informasi Klungku
Hukum ng Hukum ng
01 02 | 204 Fasllitas Terpenuhinya Setda 100 99.933.000,00 01 02 | 204 Fasllitas Terpenuhinya Setda 100 60.055.000,00 39.878.000,00
Kerjasama kebutuhan Kabupat Persen Kerjasama Kebutuhan Kerja Kabupat persen
Daerah Kerjasama en Daerah Sama Daerah en
Daerah Klungku Klungku
ng ng
01 02 2.04 01 Fadlitas Kerja Terpenuhinya Setda 100 99.933.000,00 01 02 204 Fadlitas Kerja Terpenuhinya Setda 100 59.383.000,00 40.550.000,00 | pengurangan
Sama Dalam Kebutuhan Kerja | Kabupat Persen Sama Dalam Kebutuhan Kabupat Persen anggaran
Negeri Sama Daerah en Negeri Kerjasama Dalam en belanja
Klungku Negeri Klungku
ng ng
01 02 | 204 Faslitas Kerja Terpenuhinya Setda 100 387.000,00
Sama Luar Kebutuhan Kerja Kabupat Persen
Negeri Sama Luar Negeri en
Klungku
ng
01 02 | 204 Evaluas Terlaksananya Setda 100 285.000,00
Pelaksanaan Evaluas Kerja Kabupat Persen
KerjaSama Sama en
Klungku

ng
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01 03 2.01 Pelaksanaan Cakupan Setda 100 146.409.352,00 01 03 2.01 Evaluas Cakupan Setda 4 67.688.452,00 78.720.900,00
Kebijakan terpenuhinya Kabupat persen Pelaksanaan Terpenuhinya Kabupat kebijaka
Perekonomian kebijakan Bidang | en Kebijakan Kebijakan Bidang en n
Perekonomian Klungku Perekonomian Perekonomian Klungku
ng ng
01 03 2.01 01 Koordinasi, Jumlah kebijakan | Setda 2 jumlah 14.579.800,00 01 03 2.01 01 Koordinasi, Jumlah Kebijakan Setda 1 11.539.500,00 3.040.300,00 | - Pengurangan
Sinkronisas, Bidang BUMD Kabupat Sinkronisas dan Bidang BUMD dan Kabupat kebijaka belanja: Alat
Monitoring dan dan BLUD yang en Evaluas BLUD yang en n tulis kantor,
Evaluas ditetapkan Klungku Kebijakan ditetapkan Klungku cetak dan
Kebijakan ng Pengelolaan ng penggandaan,
Pengelolaan BUMD dan belanja
BUMD dan BLUD makanan dan
BLUD minuman dan
perjalanan
dinas. untuk
refocusing
anggara
01 03 201 02 Pengendalian Jumlah kebijakan | Setda 3jumlah 97.688.152,00 01 03 201 02 Pengendalian Jumlah Kebijakan Setda 2 39.660.952,00 58.027.200,00 | pengurangan
dan Digtribusi Bidang Kabupat dan Digtribusi Bidang Ekonomi Kabupat kebijaka anggaran
Perekonomian Pengendalian en Perekonomian Makro yang en n belanja
dan Digtribus Klungku ditetapkan Klungku
yang ditetapkan ng ng
01 03 2.01 03 Perencanaan dan Jumlah kebijakan | Setda 1jumlah 34.141.400,00 01 03 2.01 03 Perencanaan dan Jumlah Kebijakan Setda 1 16.488.000,00 17.653.400,00 | pengurangan
Pengawasan Bidang Ekonomi Kabupat Pengawasan Ekonomi Mikro Kabupat kebijaka anggaran
Ekonomi Mikro Mikro Kecil en Ekonomi Mikro yang ditetapkan en n belanja
kecil yang ditetapkan Klungku kecil Klungku
ng ng
01 03 2.02 Pelaksanaan Persentase Setda 100 387.728.210,00 01 03 2.02 Administras Rekomendasi yang Setda 80 205.671.664,00 182.056.546,00
Administras Rencana Aksi Kabupat Persen Pembangunan ditindak lanjuti Kabupat Persen
Pembangunan Pembangunan en en
Daerah yang Klungku Klungku
Terealisas ng ng
01 03 2.02 01 Faslitas Persentase Setda 100 154.420.000,00 01 03 2.02 01 Fasilitas Cakupan Program Setda 80 27.604.000,00 126.816.000,00 | pengurangan
Penyusunan Cakupan Kabupat Persen Penyusunan Pembangunan Kabupat Program anggaran
Program Program Daerah en Program en Pembang belanja
Pembangunan Klungku Pembangunan Klungku unan
ng ng
01 03 2.02 02 Pengendalian Persentase Setda 80 69.987.100,00 01 03 2.02 02 Pengendalian Laporan Setda 12 22.733.500,00 47.253.600,00 | pengurangan
dan Evaluas Tindak Lanjut Kabupat Persen dan Evaluas Pengendalian dan Kabupat Laporan anggaran
Program Hasil Inspeks en Program Evaluas en belanja
Pembangunan Klungku Pembangunan Klungku
ng ng
01 03 2.02 03 Pengel olaan Jumlah laporan Setda 100 163.321.110,00 01 03 2.02 03 Pengel olaan Pelaporan Evaluas Setda 12 155.334.164,00 7.986.946,00 | pengurangan
Evaluas dan Pembangunan Kabupat Persen Evaluas dan Pembangunan Kabupat Laporan anggaran
Pelaporan Daerah en Pelaporan Daerah en belanja
Pelaksanaan Klungku Pelaksanaan Klungku
Pembangunan ng Pembangunan ng
Persentasetindak | Setda 100
lanjut hasil Kabupat Persen
monitoring en
Klungku
ng
01 03 2.03 Pengel olaan Persentase Setda 100 532.652.606,00 01 03 2.03 Pengadaan Persentase Setda 100 359.414.606,00 173.238.000,00
Pengadaan Pengadaan B/J Kabupat Persen Barang dan Jasa Pengadaan B/J Kabupat Persen
Barang dan Jasa Y ang Selesai en Y ang Selesai en
Klungku Klungku
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ng ng
01 03 2.03 01 Pengelolaan Persentase Setda 70 295.982.702,00 01 03 2.03 01 Pengelolaan Persentase Setda 70 252.188.702,00 43.794.000,00 pengurangan
Pengadaan dokumen Kabupat Persen Pengadaan dokumen persiapan Kabupat Persen anggaran
Barang dan Jasa persiapan B/J en Barang dan Jasa B/J sesuai standar en belanja
sesuai standar Klungku Klungku
ng ng
Persentase Setda 80 Persentase kontrak Setda 80
kontrak Bj Kabupat Persen B/j terlaksana Kabupat Persen
terlaksana en en
Klungku Klungku
ng ng
Persentase Setda 100 Persentase Setda 100
penetapan Kabupat Persen penetapan penyedia Kabupat Persen
penyedia en en
Klungku Klungku
ng ng
Persentase Setda 100 Persentase Setda 100
perencanaan B/J Kabupat Persen perencanaan B/J Kabupat Persen
sesual standar en sesual standar en
Klungku Klungku
ng ng
01 03 2.03 02 Pengelolaan Persentase Setda 95 85.785.952,00 01 03 203 02 Pengelolaan Persentase Layanan Setda 95 78.643.952,00 7.142.000,00 pengurangan
Layanan Layanan Kabupat Persen Layanan Aplikas Sistem Kabupat Persen anggaran
Pengadaan Aplikas Sistem en Pengadaan Informasi B/J en belanja
secara Elektronik | Informas B/J Klungku Secara Beroperas Klungku
Beroperas ng Elektronik ng
Persentase Setda 80 Persentase Layanan Setda 95
pemenuhan Kabupat Persen Jaringan Sistem Kabupat Persen
infrastruktur en Informasi B/J en
Sigtem Informasi Klungku Klungku
B/J ng ng
Persentase proses | Setda 8 Persen Persentase Setda 80
PBImdalui Kabupat pemenuhan Kabupat Persen
Sistem Informasi en infrastruktur Sistem en
B/J Klungku Informas B/J Klungku
ng ng
Persentase proses Setda 8 Persen
pbj melalui SI Kabupat
en
Klungku
ng
01 03 2.03 03 Pembinaan dan Persentase Setda 60 150.883.952,00 01 03 2.03 03 Pembinaan dan Persentase Setda 60 28.581.952,00 122.302.000,00 pengurangan
Advokas Pemenuhan Kabupat Persen Advokas Pemenuhan Kabupat Persen anggaran
Pengadaan Kebutuhan SDM en Pengadaan Kebutuhan SDM en belanja
Barang dan Jasa B/J Klungku Barang dan Jasa B/J Klungku
ng ng
Persentase Setda 42 Persentase Setda 42
Pemenuhan Kabupat Persen Pemenuhan Kabupat Persen
Kebutuhan SDM en Kebutuhan SDM en
dari Pengadaan Klungku dari Pengadaan Klungku
Baru ng Baru ng
Persentase SDM Setda 50 Persentase SDM Setda 50
B/J Bersertifikat Kabupat Persen B/J Bersertifikat Kabupat Persen
en en
Klungku Klungku
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ng ng
01 03 | 2.04 Pemantauan Cakupan Setda 100 44.651.452,00 01 03 | 204 Pemantauan Cakupan Setda 1 33.813.452,00 10.838.000,00
Kebijakan terpenuhinya Kabupat persen Kebijakan Terpenuhinya Kabupat kebijaka
Sumber Daya kebijakan Bidang | en Terkait Sumber Kebijakan Bidang en n
Alam Sumber Daya Klungku Daya Alam Sumber DayaAlam | Klungku
Alam ng ng
01 03 | 204 02 Koordinas, Jumlahkebijakan | Setda 1jumlah 44.651.452,00 01 03 | 204 02 Koordinasi, Jumlah Kebijakan Setda 1 33.813.452,00 10.838.000,00 | pengurangan
Sinkronisas, dan | Bidang Kabupat Sinkronisas dan Bidang Lingkungan | Kabupat kebijaka anggaran
Evaluas Pertambangan en Evaluas Hidup yang en n belanja
Kebijakan dan Lingkungan Klungku Kebijakan ditetapkan Klungku
Pertambangan Hidup yang ng Pertambangan ng
dan Lingkungan ditetapkan dan Lingkungan
Hidu, Hidu,

Pelaksanaan Pelayanan Setda 14.219.259.402,0
Administras Kedinasan Kepala Kabupat persentas 0
Umum Daerah/Wakil en e
Kepala Daerah Klungku
Terpenuhi Tepat ng
Waktu
01 04 | 201 01 Faslitas Tata Persentase Layanan | Setda 100 8.398.708.554,00
Usaha Pimpinan, Pimpinan Kabupat persentas
Staf Ahli dan Terpenuhi Dengan en e
Kepegawaian Baik Klungku
ng
01 04 | 201 02 Pengelolaan Persentase Setda 100 771.936.164,00
Perlengkapan Pengel olaan Kabupat persentas
Perlengkapan en e
Dalam Setahun 100 Klungku
ng
01 04 | 201 03 Pengel olaan Jumlah Bulan Setda 12bulan | 5.048.614.684,00
Rumah Tangga Rumah Tangga Kabupat
Dalam Kondis en
Baik Klungku
ng
01 04 | 2.02 Penataan Presentase Capaian Setda 82 334.847.404,00
Organisas Program Aksi Kabupat Persen
Reformasi Birokras | en
Klungku
ng
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01 2.02 01 Pengel olaan Persentase Setda 50 2.175.500,00
Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupat Persen
dan Analisis dengan en
Jabatan Kematangan Klungku
Perangkat Daerah ng
Baik
01 2.02 02 Fasllitas Presentase Unit Setda 100 2.175.500,00
Pelayanan Publik | Pelayanan Dengan Kabupat Persentas
dan TatalLaksana | Standar Pelayanan en e
Publik Memadai Klungku
ng
01 2.02 03 Peningkatan Jumlah Perangkat Setda 50PD 330.496.404,00
Kinerjadan Daerah Dengan Kabupat
Reformas Has| Evaluas en
Birokras Mandiri Reformasi Klungku
Birokras Baik ng
Jumlah Sistem Setda 1 Unit
Reward dan Kabupat
Punishment en
Klungku
ng
01 2.03 Protokol dan Terpenuhinya Setda 100 3.399.290.924,00
Komunikasi Kebutuhan Layanan | Kabupat Persen
Pimpinan Pimpinan Daerah en
Klungku
ng
01 2.03 01 Fasilitas Persentase Setda 100 92.244.808,00
Keprotokolan Pemenuhan Kabupat Persen
Layanan Protokol en
Pimpinan Daerah Klungku
ng
01 2.03 02 Fasilitas Persentase Setda 100 2.626.216.616,00
Komunikas Pemenuhan Kabupat Persen
Pimpinan Layanan en
Komunikas Klungku
Pimpinan Daerah ng
01 2.03 03 Pendokumentasia | Persentase Setda 100 680.829.500,00
n Tugas Pemenuhan Kabupat Persen
Pimpinan Layanan en
Dokumentas Klungku
Pimpinan Daerah ng
39.460.416.934,00 41.820.917.344,0 (2.360.500.410,0
0 0)
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V

RARIY
FENLTTUR

Pokumen Perubahan Benjn Sebretanial Dacesh Kabupaten Klunghung Tabun 2021
perpakan dokumen perencanaan yang hatus dipedomani ustuk memberiban srah bap
elaksanaan progrim dan keglatan selama taun 2021 di linghup Sekretariat Dacrah Kabupsien
wpnghung  Perubahan Hema Sekretanst Dacrah Kabupaten Klunghung fabun 2021
perpedornan kepada Perubahan RKPD Tabun 2021 dan telah mermuat hasil evaluasi pelaksanasn

g dan kegintan hinggm triwulan 11 wahon anggamn 2021, serta memuat n;rrnldlhlll
vang dihadapi olch Schretanial Daermh Knbupaten Klungkung dalam pelaksanaan program dan
L;;inllﬂ-

Dalam hal adanys kebijakan terkait kondisi keuangan daerah yang akan mempengaruhi
F!u‘kyﬂlm Perubahan Renja ini maka optimalisasi dalam pelaksangan isi Perubahan Hena im
elalui perubahan sialegi pelaksanaan merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam
rangka mewujudkan kelancaran pelaksaraan program dan kegintan yang telah direncanakan,
sesuai dengan kewenangan urisan penunjang yang diemban oleh Sehretariat Daerah Kabupaten
K lungkung sebagai salah satu perangkat daceah di lingkup Pemerintah Kabupaten Klunghung
Oleh karena it, sangat diharapkan adsnya dukungan dari schuruh pihak yang terkait dengan
pelaksanaan isi Perubahan Renja Sekretariat Docrah Ksbupaten Klungkung Tahun 2021 ini

BUPATI KLUNGKLUNG,

I NYOMAMN SUWIRTA

Dipindai dengan CamScanner



